
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyeleuggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan. Nepotismc [Lernbaran Negrua 
Republik Indonesia Tahun 1Q99 Nornor 75, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3815); 

2. Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47: Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)~ 

3. Undana-Undang Nomor 1 Tab rrn 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lcmbaran Negara. Republik Indonesia Nornor 435~}; 

a. ba.hwa barang milik daerab yang sernaktn 
berkembang dan kompleks perlu dikelola secara 
optimal; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan B8.!1:mg Milik Negara/ Daerah agar 
dtlaksariakan berdasarkan aeaa fungsional, kepastian 
hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan 
kepastian nilai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
di.maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
mcnetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman 
Pengelolaan R~ rartg Mililc Daerah; 

BUPATl PRINGSEWU, 

DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PEDOMAN PENGELOLAAN HARANG MILIK DAERo\H 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR OC) TAHUN 2017 

KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNO 

BUPATI PRINGSEWU 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran NP.vra Republik Indonesia Nomor 4400); 

::i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan l<euangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia l'iomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukari Kabupaten Prmgsewu tli Provinsi 
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4'J3:lJ; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemoaran Negara Republik 
Irtdoueaia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negani R~ublik Indonesia Nomor 55891 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia .t\omor 5679); 

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentana 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomo1· 3573) sebagaimana tel.ah 
diubah dengan Peraturan Pernermtah Nomor 31 
Tahun 2005 [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 64,Tambahan Lembaran 
Negaral«!pu blik Indonesia Nomor 4515); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang 
Hak Guna Usaha, Hak Ouna Dangunan dan Hak 
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 36431; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tllhun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

.-- 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran l"egara 
Republik Indonesia Tahun 2010 No:mor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

13. Peraturan Peme.rintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Numur 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Pera.turan f'emerintah Nomor 27 Tohun 201'1 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor :>533); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang 
Penjualan Barang Milik .Ncgara/Daerah 8erupa 
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, 
Tambah.an Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5610); 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan. Ba.rang dan Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 

17. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang 
Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 

18. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 
Ganti Rugi Kcuangan dan Barang Daerah; 

19. Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kf!rja 
Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita. Negara Republik lnclnnf!l'>ia 1'Bhun 
2011 Nomor 310}; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
L>aerah; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 
2001 tentang Sistem Informaei Manajemen Danmg 
Daerah; 

23. Keputuson Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang 
Daerah /Provinsi/ .Kabupaten Kota; 

~· - . 



Ualam ¥eraturan uaerah lm, yang dimaksud dengan: 
L Daerah adala.h Kabupaten Pringsewu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa.ti beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
dacrah Kabupatcn Pringscwu. 

3. Dewan Perwakllan ~yat Daerah a.da.lah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu yang 
selanjutnya disebut DPRD. 

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu. 
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 

adalah Kepala Daerah. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya 

disingkat DPRD ada1ah lembaga perwald.lan rakyat 
daeran yang berkedudukan sebagai unsur 
pcnyelenggara pemerintahan deerah. 

7. S~k=i.:uii:> Daerah adalah Pengelola Barang milik 
daerah. 

8. Pengelola Barang Milik Dacrah yang sclanjutnya 
disebut Pengelola Barang adalah ~abat yang 
berwenang dan bertanggungjawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

.BJ\B I 
KE'IENTUAN UMUM 

Pu.sal 1 

PEDOMAN PERA TU RAN DAERAH TENTl\NG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH . 

Menet:o.p!Ulll 

MEMUTUSKAN: 
... -. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINOSEWU 

clan 

BUPATI PRINOSEWU 

Dengan Persetujuan Beraama 

24. Keputusan Menteri Dalam .Negeri Nomor l:.! Tahun 
2003 tentang Pcdoman Pcnilaian De.rang Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 
Tahun 2010 tentang Urue.an Pemerintahan Kabupaten 
Pringsewu: 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah: 



9. Organisasi Daerah yang selanjutnya disebut OPD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalarn penyelenggaraan urusan pemerintahan Yarl8 
menja.di kewenansan daerah. 

10. ~jahat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD 
yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik 
daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 

11. Pengguna barang adalah pejabat pemegang 
lrewenangan penggunaan barang millk claerah. 

12. Unit kerja adalah bagian OPD yang melak:sanakan satu 
atau beberapa prograin. 

13. Harang milik daerah adalah semua barang yang dibeli 
atau dipcrolch a1as beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

14. Kuasa Pengguna Barang Milik Oaer.ah AAIAnjutnya 
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala 
unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 
Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang 
berada dala.m penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah 
Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

16. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau 
Jabata.n Fungsional Umum yang diserahi tugas 
mengurue barang. 

l 7. Pengurus Barang Pcngelola adalah pejabat yang 
dmerahi tugaK menmmA. menyimpan, mengeluarkan 
dan menatausahakan barang milik daerah pada 
Peja.bat Penatausahaan Barang. 

18. Pengurus Barang Pengguna adala.h Jabatan 
FungsionaJ Umum yang diserahi tugas menerima, 
menyimpan, mcngcluarkan, menatausahakan barang 
milik daerah pada Pengguna Barang. 

19. Pembantu Pengurus Barana Pengelola. adalah 
pengurus barana yang membantu dalam penyiapan 
adrninistrasi maupun teknia penatausahaan barang 
milik daerah pada Pengelola Barang. 

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah 
pengurus barang yang membantu d!Uam pcnyiapan 
administra!'li maupun teknis penatausahaan barang 
milik daerah pad.a Pengguna Barang. 

21. Laporan semesteran (6 bulan) adalah laporan yang 
dibuat dalam periode 6 bulan. 

22. Laporan tahunan adalah laporan yang dibuat dalam 
periode 12 bulan. 

.-. 
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23. Pengurus Barang Pembentu adalah yang diserahi 
rugas menerima, menyimpan, mcngcluarkon, 
menatausahakan dan mempertJmggungjawabkan 
barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. 

24. Penilai adalah pihak .vang melakukan penilaian secara 
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 

25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan 
suatu opini nilai ata.s suatu objek penilaian berupa 
barang milik daerah pada !IWlt tertentu. 

:lb. .PeniJai Pemerintah adalah Penilai Pemerlntah Pusat 
dan Pcnilai Pem.erint.ah Daerah. 

27. Peugelulaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 
pcnat.ausa.haan don pembina.an, pengawaean dan 
pengendalian. 

28. Perencanaan Kebutuhan 11di:dah kegiatan 
merumusksn rincian kebutuhan barang milik daerah 
untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 
lalu dengan keadaan yang sedang berjalan iJe~ai 
dasar dalam melakukan tindakan yang slam datang. 

29. Rencana Kcbutuhan Baning Milik Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen 
perencanaa.n kebutuhan barang milik daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

30. Pengguna.an adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam mengelola dan 
mennto.ueahakan barang m:ilik daerah yang sesuai 
dengan tuaas dan fungsi OPD yang bersangkutan. 

31. Pemanfaatan adalah JlP.rldAyBgunaan barang milik 
daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan 
tuga.s dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang 
milik daerah dengan tidak rnengabah status 
kepemilikan. 

32. Sewa adalah pcmanfaatan barang milik daerah olch 
pihak lain clBIAm jangka waktu tertentu dan menerima 
imbalan uang tunai, 

33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang 
antara pemerintah pusa.t dan Pemerintah Daerah atau 
antar Pemerintah Daerah d .. 1,.m jangka waktu tertentu 
ta.npa menerima imbalan dan seti!lah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati. 

34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selaniumya disingkat 
KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh 
piha.k lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan penda.patan dacreh a.tau sumber 
pembiayaan lainnya. 



35. Bangun Ouna Serah yang selanjutnya disingkat BGS 
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalatn jangka 
waktu tertentu yang telah d.isepakati, untUk 
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhimya jangka waktu. 

36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG 
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan 
dan/atau sar.ma berikut fasilitrumya dan setelah 
selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalaJn jangka 
waktu tertentu yang disepakau. • 37. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutnya 
disingkat KSPI adalah kerjasa.rna antara pemerintah 
dan baden usaha untuk kegiatan penyediaan 
infrastruktur sesuai dengan ketentuan pera.turan 
perundang-undangan. 

38. Penanggungjawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya 
disingkat PJPK adalah Menteri/ Kepala Lembaga/ 
Kepala. Daerah atau badan usaha milik negara/ badan 
usaha rrtilik daerah sebagai penyedia atau 
penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan 
perunnang-undangan. 

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
barang milik. daerah. 

40. Penjua1an adalah pengalihan kepemi]ikan barang milik 
daerah kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang. 

41. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat 
dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah 
atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk 
barang, paling sedikit dengan nilai seimbang, 

42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, antar 
Pemenntan L>aerah atau dart Pemerintah Daerah 
kepo.de. pihek Iain, tanpa memperoleh penggentian. 

43. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ~Uit.litl• 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
semula merupakan kekayaan yang ticlak dipisahkan 
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
dlperhttungkan sebagal modal/ saharn daerah pada 
badan uaaha milik negara, badan usaha milik da.erah 
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 
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Ruang lingkup Peraturan Daerah adalah: 
a. pejabat Pengelola Bara.ng milik daerah; 
b. perencanaan kebutuha.n dan penpnggaran; 
c. penga.d.a.an; 
d. penggunaan: 
e. pemanfaatan; 
t. pengamanan clan pemeliharaan; 
g. penilnion; 
h. pemindahtanganan; 

RAA II 
RUANO LINGKUP 

44. Pemuanahan adalah tindakan memusnahkan fisik 
d<tD/alau kegunaan barang milik daerah. 

45. Penghapusan adalah tind.akan menghapus barang 
milik deerah dari d.aftar barang dengan menerbitkan 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dart tanggung 
jawab adminietrasi clan fi.sik at.as barang yang berada 
dalam pengusu1Bannya. 

46. Penatausahaan adalah ranglraien kegiatan yang 
meliputi pembukuan, inventarisasi clan pelaporan 
barang m:ilik daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

47. lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan 
pendataan, pencatatan tl1:1.11 pelaporan basil pendataan 
barang milik daerah. 

48. Dokumen kepcmilikan adalah dokumen sah yang 
mf!nlpsl"kan bukti kepemilikan atas barang mitik 
daerah. 

49. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat 
data seluruh barang milik daerah. 

50. Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat 
data barang milik daerah yang digunakan oleh 
ma&ng-ma$ing Pengguna Barang. 

51. Daftar Barang Kuasa Pengguna. adalah daftar yang 
memuat data barang milik daerah yang dirniliki oleh 
mesing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

52. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki 
Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempa.t 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga 
serta merrunjang pelaksanaan tuga8 pejabat clan/a.tau 
Pegawai Negeri Sipil Pemerint.Bh Daerah yang 
bersangkutan. 

53. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ 
Lembaga dan Pemerintah Daerah. 



Barang millk daerah yang berasa.l dari perolehan lainnya 
yang sah, meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari hib~h/ surabangan atau 

yang eejenis; 
b. barang yang diperoleh set>aRai pelaksanaan dari 

perjanjian/ kontrak; 

Pasal6 

(1) Ba.rang milik daerah yang chbeli atau dipemlt'!h at.As 
beban APBD sebagaimana dimaksud daJam Pasal 3 
huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan. 

(2) barang milik daerah yang berasal dari peroJehan lainnya 
yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 
b, dilengkapi dokumeu perolehan. 

(3) Harang miJik daeran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) den ayat (2) bemifat berwujud maupun tidak 
benvujud. 

Pasal5 

( 1) Barang milik daerah eebagaimana dimaklSud dalam 
Pasal 3 dilarang tligada.ikan/ dijanllnkan untuk 
mendapatkan pinjaman atau di-mhkan kepada pihak 
lain seba.gai pemba.yaran atas tagihan kepada 
Pemerintah Daerah. 

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketenman 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Barang milik daerah meliputi: 
a. barang milik daerah yang dibeU atau diperoleh atas 

bcban APBD; ntau 
b. bara.ng milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya 

yangsah. 

Pasal 3 

i, pemusnahan; 
j. penghapusan, 
k. penatausshaan; 
1. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang 

menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan 
Layarum Umum Daereh: 

n. barang milik daerah berupa rumah negara; dan 
o. ganti rugi dan sanksi. 

~· 



(1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan ha.rang 
milik daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 
bertanggungiawab: 
a. mcnctapkan kcbija.kan pcngclolaan bamng milik 

daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 

pemindahtanganan barang milik daerah; 
c. menctapkan kebijakan pengamanan dan 

pem~Jihsimsin barang milik da~rsih; 
d. menetapkan peja.bat yang mengurus dan 

menyimpan barang milik daerah; 
e, mengajukan usul pernindahtanganan barang milik 

daerah yang memeduka.n persetujuan DPRD; 

Pasal 9 

Bagian Kesa.tu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

BABllI 
P&.JAJ:IAT 1'.l!:NG.l!:LOL.A t:SAKANG MILJ.K. OAEJ<AH 

Barang yang diperoleh sebagal pelakeanaan dari perjanjian/ 
kontrak 91.'bagaimana dimaksud dalam Pual 6 huruf b 
antara lain berasa.l dari: 
a. kontrak karya; 
b. kontrak bagi basil; 
c. kontrak. ke1jasama; 
d p!!rjanjian dengan negara lain/ lembaga interna.sional; 

dan 
e. kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha 

da!am penyediaan infrastruktur. 

Pa.sal 8 

Barang yang diperoleh dari hibah/ aumbangan atau sejenia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi 
hJbahf su.mbangan atau yang sejenis dari negaraf lembaga 
internastonal sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pa.sal 7 

c. barang yang diperoleh berda.sarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

d barang yang diperoleh berdasarkan purusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuat.an hukwn tetap; atau 

e. barang Y81l8 diperoleh kembali dari hasil divestasi atas 
penyertaan modal Pemerintah Daerah. 



(11 Kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang 
milik da.emh aelnku Pejo.oot Penataullflhllml &rang. 

(21 Pejabat Penetaueahaan Barang scbagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan KeputuRan Rup11H. 

(3) Pejabat Penatausahaan Barang eebagaimana dimaksud 
pada ayat ( I], rnempunyai wewenang dan tanggung 
jawab: 
a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 

persetujuan da!am penyusunan rencana kebutuhan 
barang rnilik daerah kepada Pengelola Barang; 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 
pemeli.haraan/ perawatan barang milik daerah 
kepeda Pengelola Barang; 

Bagian Ketiga 
Pejabat Penatausahaan ~g 

Pasal 11 

Sekretaris daerah selaku Pengelole. Barang, berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang 

milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; 
c. menga.jukan usul pemanfaatan dan pemindahtangan.an 

barang mi1ik daerah yang memertukan persetujuan 
Bupati; 

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan. 
pemusnahan dan penghapusan barang mililc daerah; 

e. mengatur pelaksanaan pemindahlanganan barang milik 
daerah yang tclah diioJetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. melakukan koominBsi dalam pelaksanaan inventarisasi 
barang milik daerah; dan 

g. melakukan pengawasan dan pengenda)ian atas 
pengelolaan barang milik daerah. 

Bagian Kedua 
Pengelola Barang 

Pual 10 

f. mf!nyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan 
dan penghapusan barang milik daerah sesuai ba.tas 
kewenangannya; 

g. menyetujui ueul pemantaatan barang milik dtlerah 
11elain tanah dJUI/atau ban.gunan; dan 

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah 
dalaJn bentuk kerjasama penyediaan infra.struktur. 

.~ 



-. ~.. . 

(1) Kepala OPD selaku Pengguna. Barang. 
(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetaplcan dengan Keputusan Bupati. 
(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, 

berwenang dan bertanggungjawab: 
a. mengajukan rencana kebutUhan dan penganggaran 

bruung milik daerah baBi CPD yang dipinipinnya; 
b. mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan barang yang diperoleh dari beban 
APBD dan perotenan Jainnya yang sah; 

c. melalcukan pencatatan dan inventtuisaai bara.ng 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya: 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang 
dipimpinnya; 

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 

Bagian Keempat 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 12 

c. ruemberikan pertimbangan kepada Pcngelola Ba.rang 
atas pengajuan usu I rw.manfAAtan dan 
pemindahta.ngan.an barang milik daerah yang 
memerlukan persetujuan Bupati; 

d. memberlkan pen:lm.bangan kepada Pengelola Bwang 
untuk mengatur pelalcsanaan pen881J.naan, 
pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang 
milik daerah; 

e. membe.rikan pertimbangan kepada Pengelola Barang 
atas pelak&ana.an pemindahtanganan bara.ng milik 
daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan 
koordinasi inventarisasi barang milik dacrah; 

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari 
Pengguna Barang .vang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD 
dan sedang tidak dimanfaatkan pihak Iain kepada 
Bupati melalui Pcngclola Barang, serta barang milik 
daerah yang berada pada Pengelola Barang; 

h, mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan 
pengendalian atas Jl*.!ngP.lolsiAn hllrang milik daerah: 
clan 

j. menyusun laporan barang milik daerah. 



(1) Pengguna Barang dibant.u oleh Pejabat Penatausahaan 
Pengguna Barang. 

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna 1::5arang sebagaimana 
dimak:sud peda ayat (1) ditetapkan olch Bupati atae 
usul ~ngguna Ba.rang. 

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi 
fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna 
l;larang. 

Paw 14 

Bagian Kellina 
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian 
kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa 
Pengguna Barang. 

(2i Pelimpah.an sebagian wewenang dan tanggung jawab 
kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud po.do. ayat ( J) ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Pengguna Barang. 

(3) Penetapan kuasa PP.nggun11 R1n"Ang sebagatmana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan 
jumlah barang yang dikelola, beban kerja, Iokasi, 
kompetensi dan/atau rentang lu:ndali dan 
perfunbangan objektif lainnya. 

.~ 

Pasal 13 

f. mcngajukan usul pcmanfaatan dan 
pP.mindahtanganan barang milik daerah berupa 
tanah dan/ atau bangunan yang tidak memerlukan 
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain 
tanah dttn/ti.!itu bangunan; 

g. menyerahkan barang nWik daerah berupa tanah 
d.an/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 
kepentingan penyelenggaraan tuga.s dan fungsi OPD 
yang dipimpinnya dan sedang tldak dimanfaatkan 
pihak lain, kepada. Bupati melalui Pengelola Barang; 

h. mengaiukan usul pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian alas penggunaan ba.rang milik daerah 
yang ada dalam penguasaannya; dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang 
pengguna semesteran (6 bulan) dan laporan barang 
pengguna tahunan yang berada dalam 
penguAMonnyo. kepacla Pengelola Barang. 



(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas 
usu! Pejabat Penatausahaan Barang. 

{2) Pengurus Barang Pengelola sebagaima.Da dimaksud 
pada ayat ( 11 adalah pejabat yang membidangi fungsi 
pengelolrum baro.ng milik daerah pada Pejabat 
.Penatausahaan Barang. 

Paaal 15 

Bagian Keenam 
Pengurus Barang Pengelola 

(41 Pejabat Penataueahaan Pengguna Darang sebagaimana 
climaksud pada Ayat 12) berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran 

barang milik daerah pada Pengguna Barang; 
b. meneliti usulan permehonan penctapan sta.tus 

penggunaan barang yang diJM'!MIP.h dllri beban 
APBD dan perolehan lainnya. yang sah; 

e. meneliti pencatatan dan inventarisa.si barang milik 
daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang 
dan/a1au Pengurus Barang Pembantu; 

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang ti.dale memerlukan 
perseruiuan DPRD dan barang milik daerah selain 
tanah dan/atau bangnnan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan barang millk 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
digunakan untuk k:epentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang dan aedang tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan 
barang milik daerah; 

g. meneliti lnpomn barang eemeeteran (6 bulen) dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang 
dan/atau Pengurus Barang Pembantu; 

h, memberilcan persetujuan atas Surat Permintaan 
Darang (SPD) dcngan mencrbitkan Surat Perintah 
Penyaluran RarHng (SPPB) unt.uk mengeluarkan 
barang milil< daerah dari gudang penyimpanan; 

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR) setiap semester (6 bulan) clan setiap 
tahun; 

_j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan 
persetujuan atas perubahan kondisi fisi.k barang 
milik daerah; dan 

k. meneliti Iaporan mutasi barang eetio.p buhm yrulg 
disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna 
dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 

r· 



(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat ( 1) bcrwenang dan bcrtanggungjawab: 
a. membanhl mcncliti dan mcnyiapkan bahan 

pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 
rencana kebutuh.an barang milik daerah kepada 
Pejabat Penat.ausahaan Barang 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan 
pertimbangan persetujuan dalam penyusunan 
rencana kebntuhan pemeliharaa.n/ perawatan 
barang mili.k daerah kepada Pejabat Penatausahaan 
Barang; 

e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 

d, meneliti dokumen usuJan penggunaan, 
pcmanfaatan, pemu:inahandan penghapuean dari 
Penggune Rarang, sebagai bahan pertimbangan oleh 
Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 
pemusnahan dan penghapusan be.rang mllik daerah; 

e. menyiapkan bahan penca.tat.an barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang telah 
diserahkan dari. Pengguna Barang yang tidak 
digUnakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tuga& dan fungei OPD dan eedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain kepada Bupan melalui 
Pengelola Barang; 

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik 
daerah; 

g. menyimpan salinan dolcumen T..aporan Barang 
Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang; 

h. melakukan rekonsiliasi da!am rangka penyusunan 
taporan barang mili.k daerah; dan 

i. rnerekapitulasi dan menghim.pun Laporan BaJ-ang 
Pengguna semesteran (6 bulan) dan tahunan serta 
La.poran Barang Pengelola sebagai bahan 
penyusunan Laporan Barang Milik Da.erah. 

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan 
secara fungsional bertanggungjawlt.1.J lt.tiQ pelaksanaan 
tugasnya kepa.da Pengelola Barang melalui Peja.bat 
Penatausahaan Barang. 

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi 
Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oleh 
Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan 
olch Pcjabat Penatausahaan Bara.ng. 

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan 
kegiatan perdagangan, pek.erjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai peniamin atas 
kegiatan/ pekerjaan/ penju.alan tersebut yang 
anggarannya dibebankan pada APBD. 



( l) Pengurus Barang Pengguna diretapkan oleh Bupati 
atas ueul Pengguna Barang. 

(2) Pengurus Barang I"engguna sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1), berwenang dan bertanggungjawab: 
a. membantu menyiapkan dokumen rencana 

kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; 
b, menyiapkan usulan permohonan penetapan status 

penggunaan barang milik dacrah yang diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c, melakaanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah: 

d. membantu. mengamankan barang milik daerah yang 
berada peda Pengguna Harang; 

e, menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfaatan dan pemindahtanpna.n barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangUnan yang tidak 
m.emerluka.n persetujuan DPRD dan barang milik 
daP.rah selain tanah dan/atau bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang miblc 
daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak 
diguna.kan untuk kepentingan penyel.enggaraan 
tugas clan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak 
di.manfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajwm usulan 
pemusnahan dan penghapusan barang m1lik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran (6 bulan) dan 
tahunan; 

i, menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) 
berdasarkan nota penninta.an barang; 

j. mengajukan Surat Permint.aan Barang (SPB) kcpada 
Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna; 

k, menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam 
berita acara penyerahan barang; 

1. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIR) 
semeeteran (6 bulan) dan tahunan; 

m. memberi label barang milik daerah; 
n. mengajukan permohonan persetujuan kepada 

Pcjabllt Pene.tausahaan Periuuno. Barang a.Ins 
perubahan kondisi fisik barang milik daerah 
berdasarkan pengecekan fisik barang; 

o, melakukan stock opname barang persediaan; 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ saJinan 

dokumen kepemilikan barang milik ds.erah dan 
menyimpan asli/ fot.okopi/ salinan dokumen 
penatausaha.an; 

q. melakukan rekumuliai:P dalam nmglut. ~ny1.11:1uI.t<U1 
Japoran barang Pengguna Ba.rang dan laporan 
barang milik daerah; dan 

Pasal 16 

Bagian Ketujuh 
~rus Barang Pengguna 

,,- .. 



• .. - 

( 1) Bupati menetapkan Penguru1:1 Barang Pembantu atas 
usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna 
Barang. 

(2) Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban 
kecja, IC1ka8i, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objekriflainnya. 

(3) Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) berwenang dan bertanggungiawab: 
a. menviapkan dokumen rencana lrebutuhan dan 

penganggamn barang milik daerah; 
b. menyiapkan usutan permohonan penetapan status 

pcnggunean ha.rang milik daemh yllllg diperoleh dari 
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c, meJaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah; 

cl. mcmbantu mengamankan barang milik dacrah yang 
berada p1u:IA KuBsa Pengguna Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemanfa.e.tan dan pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/~lau bangunan yang tldak 
memerlukan pereetujuan DPRD dan barang milik 
daerah selain tanah dan/atau ban.gunan; 

• 

Pasal 17 

Bagian Kedelapan 
Pengurus Barang Pcmbantu 

L wembuat laporan muta.&si barang setiap bulan yang 
disampai!.-.an kepada 1¥.nge:lola Barang melalui 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang. 

(31 Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (21 secara administratif bertanggungjawab 
kepada Pengguna Barang dan secaza fung&ionnl 
bertanggungj11wah atas pela.ksanaan tugasnya kepada 
Pengelola Barang melaJui Pejabat Penatausahaan 
Barang. 

(4) Dalam hal melaksanaka.n tugas dan fungsi administrasi 
t'engurus Barang Pengguna dapat dibantu oleh 
Pembantu Pengurus Ba.rang Pengguna yang ditetapkan 
oleh Pengguna Barang. 

(5) Pengurus Barang Pengguna dilara.ng melakukan 
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 
kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang 
anggarannya dibebanka.n pado. APBD. 



' I. • 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 18 

(1) Pereneanaan kebutuhan barang milik da.erah dtsusun 
dengan rnemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas 
dan fllnggi OPD serta keteraediaan barang milik daerah 
yanga.da. 

BABIV 
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

t. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik 
dacrah berupa ta.na.h dan/atau bangunan yang liuW< 
digunakan untuk kepP.ntingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan 
sedang tidak dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan 
pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; 

h. menyusun laporan barang semesteran (6 bulanJ dan 
tahunan; 

t. menyiapkan Surat Permintaan Harang (SPB) 
berdaenrkan nota pennintaan barang; 

j. mengajukan Surat Pennintaan Barang (SPBJ keparfa 
Kuasa. Pengguna Barang; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah 
Penyaluran Banmg (SPPB) yang dituangkan da.lam 
berita acsra penyerahan barang; 

I. membuat Kartu lnventaris Ruangan (KIRI 
semesteran (6 bulan) dan tahunan; 

m. memberi Ja.bel barang mllik daerah; 
n. mengajukan pennohonon pcrsctujuan kepada. 

Pejabat Penatausahaan Penuuna Barang melalui 
Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi 
fisik barang mibk daerah pengecekan fisik barang; 

o. mclakukan stock opnome barang persediaan, 
p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ sahnan 

dokumen kepemilikan barang milik daerah dan 
menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen 
penatausahaan; 

q. mefakukan relconsiliasi da1am rangka penyusunan 
laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan 
laporan barang milik daerah; dan. 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang 
disampaikan pada Penggunn &rang mclalui Kuasa. 
Pengguna Barang setelah diteliti oleh ~abat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang Pengguna. 

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara Iangsung 
.maupun tidak Iangeung di1areng mclakukan kegiatan 
perdagangan, pekerja.an pemborongan dan penjualan 
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 
pekerjaan/ penjualan tersebut yang anggarannya 
dibebankan pada APBD. 



(1) Perencanaan kebutuhan barang mll1k daerah mengacu 
pada Rencana Kerja OPD. 

(2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
sebagaimena dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), keeuali 
untuk penghapusan, berpedoman pa.da: 
a. standar ha.rang; 
b. stander kebutuhan; danfatau 
c, stander haraa. 

(J) Standar barang 3ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf ll Adal.Rh spellifikasi hRrBng yAng ditt:tapkan 
sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik 
daerah dalarn perencanaan kebutuhan. 

(4) Standar .kebutuhan barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2} huruf b adalah satuan jumlah barang 
yang dibutuhkan aebagai acuan perhitungan pengadaan 
dan penggunaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada OPD. 

(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai 
acuan penga.daan barang mtlik daerah datam 
perencanaan kebutuhan. 

(6) Standar ha.rang, standar kebutuhan dan standar harp 
sabagaimana dimAksud padA ayat (3) sampei deng,an 
ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 

, .. 

Pasal 20 

(11 Perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) 
U.t'L> ditetapkan. 

(2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) men..ip>tk>•n ~1 satu dasar bagi OPD da.lam 
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan 
baru (new initiativ~ dan angka dasar (baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Pasal 19 

(2) Ketersediaan barang milik da.erah sebagaimana 
diinalatud pada ayat ( 1) merupakan bara.ng milik daerah 
yang ada pada Pfmr.lnltt Barang dan/atau Pengguna 
Barang. 

(31 Perencanaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat 
mencerminkan kebutuhan riil barang millk daerah pada 
OPD sehingga dapat dijadikan dal9a.r dahun penyueunan 
RKBMD. 



(1) Pengguna Bamng menghi.mpun ueulan RKBMD yang 
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di 
lingkungan OPD yang dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
sebagaimana dimaksud pada a.yat (11 kepada Pengelola 
Banmg. 

(31 Pengelola Barang melakukan penel.aahan atas usulan 
RKBMD sebageimana dimaksud pada e.yat (21 bersema 
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang 
pada Pengguna Barang dan/ atau Pengelola Barang. 

(41 Data barang pada Pengguna Barsng dan/atau 
Pengelola Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
antara lain: 
a. laporan D<tfl.llr Barang Penl!&uua bulanan; 
b, laporan De.ftar Barang Pensguna semester-an 

{6 bulan); 
c, laporan Daftar Barang Pensgt.tna tahunan; 
d. laporan Daft.ar Barang Pengelola bulanan; 
c. la.poran De.ftar Barang Pcngclola scmcsicran 

(6 bulan): 
f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 
g. Japoran Daftar Barang milik daerah semesteran 

(Ci bulan); dan 
h. laporan Daftar Harang milik daerah tahunan. 

(5) Pengelola Barang da1am melakukan penelaBhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang 
Pengelola. 

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayal (51 merupekan anggota Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah. 

Pasa123 

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 
mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah 
mempedomani standar barang dan standar kebuuahan. 

Pasal 22 

(1) Pent-tapan standar keburuhan l!lebagaimsma dimaksud 
da1aJn Pasal 20 ayat (2) huruf b berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Penetapan st.andar barang dan standar lrebutuhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :.!O ayat (2) huruf a 
clan huruf b dilakukan setelah berkoordinasi dcngan 
dinas tt'!lmis t.P.rkait. 

Pa.sal 21 

.... , 



(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) huruf a 
dituangkan dalam dokumen RKDMD Pcngadaan. 

(3) Perencanaan pemellllaraan barang milik daerah 
sebagaimono dimnk&ud PQda ayat (I) huruf b 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan. 

(I) Perencanaan kebutuhan barang miJik daerah meliputi: 
a. perencanaan pengadaan barang miUk daerah; 
b. perencanaan pemeliharaan bsrang milik daerah; 
c. perencanaan pemanfaatan baning milik daerah; 
d. perencanaan pemindahtanganan barang milik 

daerah; clan 
e, pcrcncanaan pcnghapusan barang milik daerah. 

Pa.sal 26 

Bagian Kedua 
Lingkup Perencanaan Kebutuhan, B<:1nu1g Milik Daerah 

( 1) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah tidak dapat 
diusulkan oleh Pengguna Barang dan/ctLll.u Kuaea 
Pengguna Barang terhadap: 
a. barang milik daerah yang berada clalam kondi11i 

ruaak berat; 
b. barang milik daerah yang seda.ng dalam status 

penggunaan sementara; 
e. barang milik daerah yang 11edang dalarn status 

untuk dioperasikan oleh pihak lain; dan/ atau 
d. barang milik daerah yang sedang menjadi objek 

pemanfaatan. 
(2) RKBMD pemeliharaan ha.rang milik daerah sebagaimana 

diirutk:,iutl pada ayat Ill Irur'uf b diusulkan oleh 
Pengguna Rarang yang menggunakan semf.!ntara harsing 
milik daerah. 

(3) RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
climaksud pada ayat (1) huruf d tidak termasuk 
pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka 
waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 

Pasal 25 

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang 
digunakan oleh Penuuna Barang sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. 

Pasal 24 

(71 Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) 
merupakan dasar penyusunan RKDMD. 

/ .. 



(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
meliputi bencana a1am dan ganggus.n keamanan skala 
besar. 

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD 
terdapa.t kondisi darurat, pengusulan penyediaan 
iinggArnn untuk kebutuban baru (new initiatiue) rlan 
penyediaan anggaran angka dasar (baseline) dalam 
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana 
pemeliha..-aan barang milik daerah dilakulYm 
berdasarkan me~ pt"nganggaran sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal29 

Bagian Keempat 
Penyusunan RKBMD Untuk Kondlsl Darurat 

(I) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. 
(2) Perubah.an RKBMD sebagaimana d.imaksud pad.a ayat 

(1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD. 

Pasal 28 

Bagian Ketiga 
Penyusunan Perubahan RKBMD 

Thta C'.An:l pP.nyuaunan dan pP.nelasihsm RKBMD, mengena]: 
a. tata cara Penyusunan RKBMD Pengadaan; 
b. tata cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Pada Pengguna Barang ; 
c. tata cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik 

naerah Pada Peng~lola Rarang; 
d. tata cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang 

Mili.k Daemh Pada Pengelola Barang; 
akan diarur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal27 

(4) Percncanaan pemanfaatan barang milik daerah 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c 
dituangkan daJem dokumen RKBMD Pemanfaatan. 

(5) Perenccnaen pemindahtanganan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemindahtanganan. 

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah 
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dituangkan dalem dokumen RKBMD Penghapusan. 



(11 Bupati menetapkan status penggunaan barang milik 
daerah. 

(21 Bupati dapat mendelegasikan penetapan status 
penggunaan ate.s barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada llYlll (ll selaln tanah dan/atau 
bangunan dengan. kondisi tertentu kepada Pengelolo. 
Barang. 

Pase.I 32 

Bagian Kesatu 
PrinsipUmum 

BAB \1 
PENOGUNAAN 

(1) Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan basil 
pengada.an barang mililc daerah kepada Bupati melalui 
Pengelola Barang milik da.erah untuk ditetapkan status 
penggunaannya. 

(2) Laporan basil pengadaan barang milik daemh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari 
laporan basil penga.daan bulanan, semesteran (6 bulan) 
dan tahunan. 

Pnool. 31 

(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan 
terbuka, bena.ing, adil dan akuntabcl. 

(21 Pelakeanaan pengadaan ba.rang milfk daerah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perunda.ng- 
undangan, 

Po.ool 30 

BABV 
PENOAOAAN 

(31 Hasll pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana 
di.mabQd pada a.yat (1) harue dilaporkan oleh Pengguna. 
Barang kepada Pengelola Harang beraamaan dengan 
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD 
tahun berikutnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan 
pertimbangon tambahan da1am pcnclaahan atas 
RKBMO yang disampaikan oleh Pengguna Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran 
berkenaan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya. 



(1) Penetapan status penggunaan baning milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan dilil.k1.1kan 1:tpabila 
dipP.rlulaln 11nh1k kf![lelltingan penyel~ngganuul tugas 
dan fungsi Pengguna Barang d.an/atau Kuasa 
Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(2) Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang tidak 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang kepada Bupati melalui PengeloJa Barang. 

Pasa135 

Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: 
a. barang persediaan, 
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 
c. ba.mng yllllg dari awal pengado.annya dircncanakan 

untuk dihibahkan; dan 
d. Aset Tetap Renovasi (ATR). 

Paeal 34 

(I) Penggunaan barang milik daerah meliputi: 
a. penetapan status penggunaan. barang milik 

daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik 

daerah; 
c. penggunaan semcntara barang mitik daerah; dan 
d. penetapan status penggunaan barang milik daemh 

untuk dioperasikan oleh pihak lain. 
(:2) Penetapan status penggunaan eebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l) dilakukan untuk: 
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan 
b. dioperasikan ..,Ieh pihak Jain dala.m rangka 

tnenjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan 
fungsi OPD yang bersangkutan. 

Pasa133 

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (.2), 
antara lain ada1ah barang milik daerah yang tida.k 
m~mpunyAi hukti kP.Pf!milikan atau dengan nilai 
tertentu. 

(4) Nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetap.kan oleh Bupati. 

(51 Penetapan status penggunaan baning milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) 
dilaksanakan secara tahunan. 



(1) BuJlBti menetapkan barang milik daerah yang ha.rus 
di.serahkan oleh Pengguna Barang karena tidak 
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas 
dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Be.rs.ng de.n tidak di.manfaa.tkan oleh pihak 
lain. 

(2) Dalam menetaplcan penyerahan sebagaimana dimakaud 
pada ayat ( 1 I Bupati memperhatikan: 
a. stander kebutuhan barang milik daerah untuk 

menyelenggarakan clan menunjang tugas clan fungsi 
Pengguna Bara.ng; 

b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau 
bangunan; dan/atau 

c, laporan, datadan informasi yang diperoleh dari 
sumber lain. 

(3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c antara 1tili1 termaauk, hasil pelaksanaan J-IC)lgit.Willllill 

dart pengendalian yang di.l.a.kukan olf!h Pengelola Barang 
atau Bupati dan laporan dari masyarakat. 

{41 TindU: lanjut pengelolaan atas penverahan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l] meliputi: 
a. penetapan status penggunaan; 
b. pcmanfaatan; aeau 
c, pemindahtanganan. 

Pasal 36 

(3) OikecuAliksin dari ketfmtuan Sf!hBgaimana dim11ksud 
pada ayat (2), apabila tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat t2) telah 
direncanalam untuk digunakan atau dimanfaatkan 
da1am jangka waktu terlentu yang di~tapkan oleh 
Bupati. 

(4) Bupati mencabut status penggunaan atas barang milik 
daerah berupa tanah dan/ata.u bangunan yang tidak 
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang eebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 

(5) Dalam hal barang milik daerah berupa tanah dan/ atau 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
diserahkan kepada Bupati, Pengguna Barang 
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana. 
pemeliharaan al&I barang m.il.i.k. daerah berkenaan, ,-. 



l'asal 39 

( 11 Pengelola Barang melakukan peneliti.an atas 
pennohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah dari Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pa&al 37 ayat (1). 

(21 Penelitian sebegaimana dimakeud pada ayat ( l) 
dilakukan terhadap kelengkapan dan keiw.~uaian 
dokumen yang dipersyarat.kan. 

(3) Dalam ha! basil penelitian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2J belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
a. memint.a keterangan atau data tambahan kepada 

l'engguna Harang yang rnengajukan permohonan 
pcnctapan status penggunaan bnrang milik do.ero.h; 
darr/ateu 

b. melakukan pengecekan lapangan. 
(4) Kegiatan Pengelola Ba.rang sebagaimana dim.aksud pada 

ayat (31 dilakukan terhadap barang milik daerah berupa 
tanah dan/at.au bangunan serta barang milik dKer".h 
selain tanah dan/ata.u bangunan yang memiliki 
dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah. 

Pa.sal 38 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan pennohonan 
penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur 
dengan Peraturan Bupati_ 

Paragraf Kesatu 
Penetapan Sta.tu& Penggunaan Banmg Milik Dacrah 

Oleh Bupati 

Pasal 37 

(11 Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan 
status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh 
dari beban l\PBD dan perolehan lainnya yang sah 
kepada Bupa.ti. 

(21 Pengajuan permohonan sebagaimana dimakeud pada 
ayat (11 dilakukan setelah ditP.rim11nya barang milik 
daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada 
tahun ansgaran yang berkenaan. 

(3) Permohonan penetapan status penggunaan barang 
milik da.erah eebagairnana dimaksud pa.da ayat (2) 
diajukan secara tertuhs oleh Pengguna Darang kepada 
Bupati paling lambat pada akhir tahuri berkenaan. 

(41 Bupa.ti menerbitkan keputusan penetapan status 
penggunaan barang milik daerah seti.ap tahun. 



( 11 Penge1ola Barang menetapkan status penggunaan 
barang berdaearkan kewenangan yang didelego.sikon 
oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 avat 
(2). 

(21 Penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola 
Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
mekanieme: 
a. pcngguna Barang mengajukan permohorian 

penetapan status penggunaan barang milik daerah 
yang diperoJeh dari beban APBD dan perolehan 
lainnya yang sah kepada Pengelola Barang. 

b. pengajuan perrnohonan sebagaimana dimaksud 
pa.da huruf a clilakukan setelah diterimanya barang 
milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan 
barang pada tahun anggaran yang berkenaan. 

c, pennohonan penetapan status penggunaan barang 
milik daerah dio.jukan secera tertubs oleh Pcngguna 
Barang kepada Pengelola Barang paling larnbar 
pada akhir tahun berkenaan. 

(3) Pengajuan pennohonan penetapan status penggunaan 
barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disertai dokumen. 

(4) Terhadap pengajuan permohonan penetapan status 
pengunaa.n baning milik daerah ~bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan JM!nelitiRn 
sebsgaimana ketentuan dalam Pasal 41. 

(SJ Berdasarkan basil penelitian sebagaunana dimaksud 
pada ayat (4), Pengelola Harang menetapkan status 
penggunaan barang milik daerah. 

~ .. 

Pasal 4l 

Pa.ragraf Kedua 
Penetapan Status Penggunaan Barang 

Milik. Daerah Oleh Pengelula Barang 

(1) Betdaaarkan hsuiil penelitian sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1), Bupati menetapkan status 
penggunaan barang milik daerah. 

(2) Status penggunaan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat Ill ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(3) DHhm1 mu Bupati tidak menyetujui permohonan 
Pengguna Barang eebagaimana dimaksud dahun Paw 
37 ayat (1), Bupati melalui Pengelola Barang 
menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang 
d1serw aJa.san. 

Pasal 40 



------ ,,_. __ --- 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pennohonan 
penga.lihan status penggunaan barang rnilik daerah, diatur 
dengan Peraturan Bupati. ~ 

Pasal 44 

(11 Pengallhan status pengguna.an barang mlllk daerah 
berdaearkan inifliatif dari Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa1 42 ayat l21 huruf a dilakukan 
dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada 
Pengguna Barang. 

(21 Pengalihan status penggunaa.n barang milik daerah 
sebagaimanadimaksud dalam Paw 42 ayat (21 hurufb 
dari PenlJSWla Barang kepada Pengguna Barang 
lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi 
dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati. 

(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan terhadap barang milik daerah 
yang berada dalam penguallaAIJ. Pengguna Barang dan 
tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang 
bersangkutan. 

(41 Penp.lihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (21 dilakukan tanpa kompensasi clan tidak 
dilkuti dengan pengadaan barang milik daerah 
pengganti. 

Pasal 43 

(II Barang milik dacrah dapat dilakukan pengalihan status 
penggunaan. 

(2) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif dari Bupati; dan 
b. permohonan dari pengguna barang lama. 

Pasal 42 

&ipnKedWI 
Penplihan Status Penggunaan Barang Mili.k Daerah 

(61 DalaJn hal Pengelola Barang tidak menyetujui 
perm.ohonan Pengguna Harang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pengelola Barang mcncrbitkan surat 
penol.akan kepada Pengguna Barang disertai alaaan. 



status 
dapat 

Pasa148 

(l) Barang milik daerah yang telah ditetapkan 
penggunaannya pada Pengguna Bara.Ilg, 
digunakan untuk dioperasikan oJeh pihak lain. 

Bagiel'I Keempat 
Penetapan Status Penggunaan liarang Milik Daerah 

Untuk Dioperaisikan Oleh Pihak Lain 

Po.sal 47 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pennohonan 
pengajuan penggunaan sementara barang milik daerah, 
penelitian, persetujuan dan penetapannya diatuT dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal46 

(I} Penggunaan sementara ba.rang milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dituangkan 
dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan 
Pengguna Barang sementara. 

(2) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul 
se1e.ma janglm. waktu penggunaan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dibebankan 
kepada Pengguna Barang/ Kuasa. Pengguna Barang 
yang menggunakan sementara barang milik daerah 
bersangkuten. 

,,. .. 

Bagian Ketiga 
Penggunean Sementara Darang Milik Da.erah 

Pasal 45 

(1) Barang milik daerah yang telah ditet.apkan status 
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat 
digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya 
dalam jangka. waktu tcrtcntu tanpa harue mengubah 
!ltatus penggunaan barang milik daerah tersebut setelah 
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati. 

(21 Penuuna.an sementara barang milik daerah 
sebagaimana dimak.sud pada ayat (l) dapat dilakukan 
untukjangka. waktu: 
a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 

untuk bamng milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan; 

b. paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 
untuk barang rnilik da.erah selain tanah dan/atau 
bangunan. 

(3) Penggunaan sementara barang milik daerah dalam 
jangka waktu kurang dllri 6 (enam} bulan dilakukan 
tanpa persetujuan Bupati, 

,,..... 



(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilak:san.akan oleh: 
a. Pengelola Bara.ng dengan persetujuan Bupati, untuk 

barang milik daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola 
Ba.rang, untuk barang milik da.era.h berupa eeoogian 
tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan 
oleh Pengguna Barangdan se1ain tanah dan/ata-9/ 
bangunan. , I 

Pasal so 

Bl:lgiar1 Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB \1I 
PEMANFAATAN 

Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara permohonan 
penetapan status penggunaan barang mllik daerah untuk 
diopem.silam oleh pihak lain, penelitian, perootujuan, 
penetapan dan berakhimya penggunaan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pa.sa149 

(2) Penggunaan barang milik dacrah untuk diopcrasikan 
oleh pihalc- lain !11f!M£SlimBna dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum 
sesuai togas dan fungsi OPD yang bersangkutan. 

(3) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan 
oleh pihak Jain sebagaimana di.maksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam pcrjanjian antaro Pengguno. Barang 
dengan pimpinan pihak lain. 

(4) Bia.ya pemeliharaan barang milik daerah yang tirnbul 
selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah 
untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada 
pihak Jain yang mengoperasikan barang milik daerah. 

( 5) Pihak lain yang mengopera.sikan barang milik daerah 
dilarang melakukan pengedihan atas pengoperasian 
barang milik daerah tecsebut kepada pihak lainnya 
dan/atau memindahtangankan barang mili.k daerah 
bersangkutan. 

(61 Bupa.ti dapat menarik penetapan status barang milik 
daerah untuk dioperasikan oleh pihak Iain daJam hal 
Pemerlntah Daerah a.kan menggunakan kembali untuk 
penyelenggaraan PemerintAh Dsi"rah atau pihak 
lainnya. 



1 
Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 
a. sewa; 
b. pin.jam pakai; 
c. KSP (Kerja Sama Pemanfaatan); 
d. BGS atau BSG; dan 
e. KSPI. 

Pasa.l 53 

(1) Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan 
ilihil-ang ilijaininka.11 atau digada.ikan. 

(2) Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi 
do.erah tidak dapat dikenakan sebagai objek 
pemanfaatan barang milik daerah. 

Pasal 52 

(1) Biaya pemelihara.an d.an pengamanan barang milik 
daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek 
pemanfaatan dibebankan pada mitra pemantaatan. 

(2) Biaya persiapan pernanfaataan barang milik daerah 
sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan 
dibebo.nkan pada APBD. 

(3) Pendapatan daera.h dari pemanfaatan bamng milik 
daP.rah mP.rupBkan penerimaan daerah yang wsjib 
disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. 

(4) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik 
daerah dalam rangka penyelenggara.an pelayanan 
umum sesuai dengan tugas dan rungs! Badan Layanan 
Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang 
disetorkan seluruhnya ke rekening kas Bad.an La.vanan 
Umum Daerah. 

(5) Pendapatan daerah dari pernanfaatan barang milik 
daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan 
fllngsi Sadan Layanan Umwn Daerah merupakan 
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke 
rekening Kas Umum Daerah. 

Pasal 51 

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasa.rkan pertimbangan teknie dcngan 
m.emperharikan kP.pP.ntingan daerah den kepentingan 
umum. 

(3) Pemanlaatan barang milik daerah dapat dilakukan 
sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan 
fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa 
memerlukan persetujuan DPRD. 



(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi: 
a. tanah dan/atau bangunan; clan 
b. selain tanah dan/ atau bangunan. 

(2t Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebegian a.tau 
keseluruhannya, 

(31 Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah 
berupa sebagian tanah dan/ ata.u bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah 
danjatau bangunan yang menjadi objek pema.nfaatan 
barang milik daerah adalah eebeear Iuae bagian tanah 
dan/atau bangunan yancdimanfaatkan. 1 

Pt:lsal 55 

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
memlli.ki tMJggungjawab: 
a. melakukan pernbayaran atas pemanfaatan barang millk 

daerah sesuai bentuk pemanfaatan; 
b. menyerahkan basil pelaksanaan pemanfaatan eesuai 

ketentuan bentuk pemanfaatan; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang 

milik daerah yang dilakukan penumfaatan dan basil 
pelaksanaan pernanfaatan barang milik daerah; 

d. mengembalikan barang milik daerah setelah 
berakhimya pelaksanaan; dan 

e. mcmcnuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam 
perjanjian pemanfaatan hAr.ang milik daerah. 

Pasal 55 

Mitra Pemanfaatan meliputi: 
a. Penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah 

dalam bentuk sewa; 
b. perninjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik 

daerah dalam bentuk pinjam pakai; 
c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah 

dalam bentuk KSP; 
d. mitra liUS/BSU, untuk pemanfaatan barang milik 

da.erah dalam bentuk DGS/DSG; d.an 
e. mitre. KSPI, untuk pemanfaatan ha.rang milik daersh 

dalam bentuk KSPI. 

Pa~154 

Bagian Kedua 
Mitra Pemanfaatan 



c. 

menetapkan rencana umum permlihan, antara Jain 
persyaratan peserta calon mitra dan prosedur kerja 
panitia pemilihan; 
menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, yang 
mellputt: 
1. kemampuan keuangan; 
2. spesiftkasi teknis: dan 
3. rancangan perjanjian. 
menetapkan panitia pemilihan; 

b. 

(lj Dalam pemilihan mitra Pemanfaatan KSP atau 
BGS/BSG, Pengelola Barang/Pengguna Barang memiliki 
tugas dan kewenangan sebagai berikut: 
a. 

Pasal 60 

(11 Pemilihan mitra dilakukan melalui tender. 
(21 Dalam hal objek pemanfaatan dalam bentuk KSP 

merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus, 
pemilihan mitra dapat dila.lrukan melalut Penunjukan 
Langsung. 

Pasal 59 

(1) Pelaksana pemilihan milra pewil,Il.fiultan berupa KSP 
pada Pengelola Barang ata.u BGS/BSG terdiri ataa: 
a Pengelola Barang; dan 
b. panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola 

Barang. 
(2) Pela.ksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP 

pada Pengguna Barang terdiri atas: 
a. pengguna barang; dan 
b. panitia pemilihan, yang dibentuk oleh pengguna 

barang. 

,-·- 

Pasal 58 

Pemilihan rnitra didasarkan pada prinsip..prinsip: 
a. di.laksanakan secara terbu ka: 
b. sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; 
c. memperoleh manfaat yang optimal bagi. daerah; 
d. c.lihtksanakan oleh pan.itia pemilihan yang memili.ki 

integritas. handal dan .kompeten; 
e. tertib administra.si; dan 
f. tertib pelaporan. 

Pasal 57 

liagian Ketiga 
Pcmilihan Dan f'enetapan Mitra Pemanfaatan 

Barang Milik Daerah 



Tahapan tender mcliputi: 
a. pengumuman; 
b, pengambilan dokumen pemilihan; 
c. pemasukan dokumen penawaran; 
d, pembukaan dokumen penawaran; 

Pa.aal 63 

Tender dil.akukan untuk mengalokasikan hak pem.anfaatan 
barang milik daerah kepada mi.Ira yang tepat da1atn rangka 
mewujudkan pemanfaatan barang mili.k daerah yang 
ensien, efektif dan optimal. 

Pasal 62 

Paragraf Kesatu 
l'rinsip Umum 

Bagian .Keempa.t 
Tender 

Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pembentukan tim 
pcndukung scbagaimana dimaksud dalam Paeal 60 o.yat 2 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 61 

d, menetapkan jadwal proses pemilihan mitra 
berdaearkan usulan dari panitia pemilihen; 

e. menyelesaikan peTSl!'!lisihsin antara peserta calon 
mitra dengan panitia pemilihan, de)am hal terjadi 
perbedaan pendapat; 

t. membataJkan tender, dalam hal: 
1. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau 

menyimpaJlR dari dokumen pemilihan; 
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan kolusi, 

korupsi, nepotisme yang melibatka.n panitia 
pemilihan tcmyata tcrbukti benar; 

g. menetapkan mitra; 
h. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan 

dokumen pemilihan mitra; dan 
t. melaporkan hasil pelaksanaan pemil.ih~n mitra 

kepada Bupati. 
(2) Selain tugas dan kcwcnangan aebegaimona dimaksud 

pada ayat (1), dalam hal diper!ukan, Pengelola Barang/ 
Pengguna Barang dapat: 
a. menetapkan tim pendulrung; dan/atau 
lo. webt.k.ukan lugas dan kewenangan lain dalam 

kedudu.kannya selaku Pengeloht Bamng/Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalem Pasal 10 dan 
Pasal 12. 



(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen 
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan 
dan/ata.u mengunduh dari website sesuai waktu dan 
tempat yang ditentukan daJam pengumuman. 

(:.!) J>anitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra 
yang mclakukan pengambilan dokum<;n pcmilihan. 

Pasa166 

J'aragrei Keempat 
Pf!maRukAn Dokumen PenAwArAn 

(1) Peserta calon mitra dapat mengambil dokwnen 
pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan 
dan/ atau mengunduh dari website eesuai waktu dan 
t.empat yAng dihmtukAn dalam pengumuman. 

(2) Panitia pemilihan membuat daftar' peserta calon mitra 
yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan. 

Paeal 65 

Paragraf Ketiga 
Pengambilan Dokumen Pemilihan 

Paragraf Kedua 
Pengumuman 

Pasa.164 

( 1) Panitia pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan 
tender di media rnassa nasional sekurang-kurangnya 
melalui sueat, kabar harian nasional dan web.site 
Pemerintah Daerah. 

(2) Pengumuman eebagaimana d.imaksud pada ayat (1) 
dilakukan paling sedildt 2 (dua) kali. 

(3) Pengumuman sehagaimana dima.ksud pada ayat (2) 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. nama dan alamat Pengelola BarangjPengguna 

Barang; 
b. identrtas barang milik daerah objek pemanfaatan; 
c, benruk pem,,.nfaatan; 
d. peruntukan objek pemanfaat.an; dan 
e. jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan. 

e. penelitian kuahfikasr; 
f. pemanggilan peserta calon mitra; 
8- JlP.fakl!llS!nABn t.ender; dan 
h, pengusulan calon rnitra. 



(l) Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak 
pemanfaatan barang milik daerah berda.sarkan 
~mfiktlsi teknis yang telah ditentukan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang kepada mitra yang tepat dari 
peserta calon mitra yang lulus kualifikasi sebagaimana. 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1). 

Pa-170 

Paragraf Kedelapan 
PeJaksanaan Tender 

Paniua pemiliha.n melakukan pemanggilan peserta calon 
mitra yang dinyatakan lulus lcualifikasi untuk mengikuti 
pelaksanaan tender melalui surat tertulis dan/atau surat 
elektronik le-mail). 

Pasal69 

Paragraf Ketujuh 
Pemanggilan Peserta Calon Mitra 

(I) l:'anitia pemil:illBn melaksanakan penelitian kualifikasi 
terhadap peserta calon mitra. yang teJah mengajukan 
dokumen penawaran _...am ""ngkap, benardan tepa.t 
waktu untuk memperoleh mitra yang memenuhi 
kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti tender 
pemanfaatan. 

(21 Hasll penelitian kualifikasi dituangk.an dalam berita. 
acara yang ditandatangani oleh pmlitia. pemilihan. 

Pasal 68 

Paragraf Keenam 
Penelitian Kualitikasi 

( 1) Pembukaan dokum.en penawardll dilakukan secara 
terbuka di ha.dapan peserta calon mitra pada. walrtu dan 
tempa.tyang ditentukan dalam dokumen pemilihan. 

(2) Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam 
berita. acara yang ditandatangani oleh panitia pernilihan 
dan 2 (dua) orang saksi dari peserta calon mitra yang 
hadir. 

Pasal 67 

t'aragraf Kelima 
Pcmbukaan Dokumen I'enawaran 



Cl) Panitia pemilihan menyatakan tender gagal apabila: 
a. ti.dak terdapat peserta calon mitra yang lulus 

kualifikasi; 
b, ditemukan bukti/indikasi terjadi persamgan tidak 

sehat; 
c. dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah ini; atau 
d. calon mitra mengundurkan diri. 

(2) Apabila tender gagal, tidak diberikan ganti rugi kepada 
peserta calon nntra, 

Paragraf Kesepuluh 
Tender Gaga! 

Pasal 73 

Pengelola Barang/Pengguna Barang menetapkan pemenang 
tender sebagui mit:ra pemanfsa.tan berda.sarkan usulan. 
panitia pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) dengan keputusan. 

Pasal 72 

( 1) Pengusulan pemenang tender sebagai calon mitra 
pemanfaaran disampaikan eecara tertulis oleh panitia 
pemilihan kepada Pengelola Barang/ Pengguna Barang 
berdasarkan berita acara basil tender . 

(2) Usulan sebagaanana dimaksud pada ayat (1) 
me1a.mpirkan dokumen pemilihan. 

. ~· 

Pasal 71 

Paragraf Kesembilan 
Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pe1n.anfaatan 

(2) Tender sehsligiiintAnii dimakAlld p:idA .11yRt (1) 
dilaksanakan sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) 
peserta calon mitrayang memasukkan penawaran. 

(3) Hasil tender dituangkan dalarn berita acara yang 
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan calon mitra 
eelaku J)C!Qenang tender. 



Pasal 76 

(1) Negosiasi dilakukan terhadap teknis pelaksanaan 
pemantaatan dan konsep materi perjanjian. 

(2) Selain hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
pemanfaatan BOS/ BSG, negogiasi juga tlililkukan 
terhadap porsi bagian Pemerintah Da.erah dari objek 
BOS/ BSG yang dilakukan pemanfaatan. 

(lj Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
eebagaanana climi:tksud dalam Pasal 74 ayat (2), pesena 
calon mitm. yang mengikuti tender ulang terdiri atas 2 
(dua) peserta, maka panitia pemilihan menyatakan 
tender ulang gaga! dan selanjutnya melakukan seleksi 
langsung. 

(2) Seleksi Iangsung dilakukan dengan 2 (dua) calon mitra 
yang mengikuti tender ulang :ieu~ruma dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Tahapan selekei la.ngsung terdiri atae: 
a. pembukaan dokumen penawaran; 
b. negosiasi; dan 
c. pengusulan calon mitra kepada Pengelola Barang/ 

Pengguna Barang. 
(4) Proses dalam tahapan seleksi langsung dilakukan 

sepertl halnya p1u11e8 tender sebagaimana di.maksud 
dalarn Pa.sa1 63. 

PaAA175 

Paragraf Kedua belas 
Seleksi Langsung 

( 1) f'a11itia pemiliha.n menyatakan tender ulang apabila: 
a. tender dinyatakan gaga! eebagarmana dtmaksud 

dalam Pasal 73 ayat(1); atau 
b. peserta calon mitra yang mengikuti Tender kurang 

dari 3 (tiga) peserta, 
(2) Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan 

sebegai tender ulang, panitia pemilihan segera 
melakuka.n pcngumuman ulang di media masaa 
nasional lian web.'tite PP.mP.rintah Daerah. 

(31 Dalam hal tender ula.ng aebagaimana di.maksud pada 
ayat (2) rerdapat pal~ sedikit 3 (tiga.J orang peserta 
calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme 
tender. 

Paeal 74 

1-'aragraf KesebeJas 
Tender Ulang 



Tahapan penunjukkan langsung dan proses dalam tahapan 
penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
78 ayat (2) dan ayat (3), berla.ku mutatis mutandis terhadap 
penunjukkan langsung pada KSP atas barang milik daerah 
yang bersifat khusus sebagafmana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat(2). 

'Psu:1a l 7Q 

( 1) Dalam hal setelah dilakukan pengumuman ulang 
sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 74 ayat (2), pesena 
calon mitra yang mengajukan penawaran hanya terdiri 
atas 1 (satu] peserta, maka panitia pemilihan 
menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya 
melakukan penunjukan langsung. 

(2) Penunjukan langsung dilakukan terhadap 1 (satu) calon 
mitra yang ruengikuu tender ul.1:1.ng se~olaJ'.1a 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) I"rolles taha.pan eeleksi langsung sebagaimana 
dimaksud dala.m Pasal 75 ber1aku mutatis mutandis 
terhadap proses dalam tahapan penunjukan langsung. 

Pasal 78 

Paragraf Ketiga Belas 
Penunjukkan Langaung 

(l) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berita 
acara negosiasi me!alui cara perbandingan antara hasil 
negosiasi masing-masing peserta calon mitra. 

(2) Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon 
mttra dengan basil negosia8i terbaik kepada Pengelola 
Barang/ Pengguna Barang untuk dapat ditetapkan 
sebagai mitra. 

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
dengan dasar pertimbangan dan melampirkan dokumen 
pemilihan. 

Pasal 77 

(3) Ketentuan umum pelaksanaan KSl' atau J::SUS/ 1'SG, 
termasuk perubahan yang mcnp.kibatkan penuruna.n 
kontribuai tl'!t.Rp dan J1P.lllbBgiBn keuntungan untuk 
pemanfaatan KSP atau kontribusi tahunan untuk 
pemanfaatan BOS/ BSG dilarang untukdinegosiasikan. 

(4) Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi 
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara 
ncgosiasi yang ditandatanga.ni oleh panitia pemilihon 
dan peserta cal.on mitra. 



.... ······-·----------- 

(1) Barang milik daemh ymig dapat dieewa berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang sudah daserahkan 

oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 
b. sehagian tanah dan/atau bangunan yang masih 

digunakan olen Pengguna Barang; dan/atau 
c. selain taneh dan/atau bangunan. 

(2) Sewa barang nlilik. daerah sebagaimana dlmakeud 
pada ayat (1) huruf a dilaJcsanalcan oleh Pengelol.a 
Barang setetah mendapat persetujuan Bu pari, 

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh 
Pengguna Harang setelah mendapat persetujuan dari 
Pengelola Barang. 

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, 
meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usaha Milik Daerah; 
c. Swasta; dan 
d. Badan hukum lainnya. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 
antara lain: 
a. peroranga.n; 
b. persekutuan perdata; 
c. persekutuan firrna; 
d. persekutuan komanditer; 

. .-. 

Pasal 81 

( l) Penyewaan ba.rang .milik daerah dilakukan dengan 
tuiuan: 
a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik 

daerah yang belum/ tidak dilakukan penggunaan 
dalaln pelaksanaan tugas dan fungsi 
peny~ Pemerintahan Da.eroh; 

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka 
menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; 
dan/atau 

c. mencegah pe11ggunli.!l.I1 barang nLil.ik. daerah oleh 
pihak lain secara tidak sah. 

(2) Penyewrum barong milik daerah dilakuknn sepanjang 
tidak merugikan Pemerintah Da.erah dan tidak 
mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pasal BO 

Bagian Kellina 
9cwa 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 



Lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka 
kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa 
mempedomani ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 83 

Pa.sal 82 

(11 Jandta waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 
(lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat 
diperpanjang. 

(2) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lim.tt) IH11u11 
dan dapat diperpanjang untuk: 
a. kerja same. infrastn1ktUt·; 
b, kegiatan dengan karakteristik usaha yang 

memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; 
a tau 

c. ditentukan lain dalam undang-undantt· 
(3) Jangka waktu sewa barang milik daerah untuk 

kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan 
lebih dari 5 (limal tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan berdasark.an perhitungan 
basil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang 
berkompeten. 

(4) Jangka waktu sewa sebagairna.na. dima.ksud pada ayat 
(l) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang 
dikelompokkan sebagai berikut: 
a. per tahun; 
b. per bulan; 
c. per hrui; da.n 
d. per jam. 

(5) ,langka waktu AAwSl barang milik daerah dalam rangka 
kerja sa.ma infrastruktur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
dapat diperpanjang I (satu) kall. 

,.-.. 

Paragraf Kedua 
Jangka Waktu Se"\Ao-a 

e. perseroan terbatas; 
f. lembaga/ organisasi intemasional/ asing; 
g. yayasan; atau 
h. koperasi. 



(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 huruf a cliperuntukkan bagi kegiatan yang 
berorientasi untuk mencari keuntungan, antara Jain: 
a. perdagangan; 
b. jasa; clan 
c, industri. 

Pasal 87 

Jenis kegiatan usaha Penyewa dikelompokkan atas: 
a. kegiatan bisnis; 
b. kegllt.Can non-bisnie; dan 
c. kegiatan sosial. 

Pa&l.l 86 

Paragraf Keempat 
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa 

Ketentuan Ieblh lanjut mengenal penghitungan sewa barang 
mililc daerah di.atur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 85 

(1) Formula tarif/ bcearan eewa barang milik daerah 
ditetapkan oleh Bupati: 
a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan;dan 
b, untuk barang mili.k daerah berupa selain tanah 

dan/ atau ba.ngunan dengan bcrpcdoman pada 
kebijakan pengel.olaan barang milik daerah. 

(2) Besaran eewa, sebagaimana. dimak11ud pa.da ayat (1) 
adalah besaran nilai nominal sewa barang milik d.aerah 
yang ditentukan. 

(3) Besaran sewa atas barang milik daerah untuk KSPI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a 
atau untuk kegiatan dengan karakteristik u~ yang 
memerlukan walctu sewa lebih dari 5 (lima) tahun 
eebagafmana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b 
dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari 
masing-masing jenis infrastruktur. 

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana 
dimak&ud pada ayat 13) antaxa la.in denga.n 
mP.m)"IP.rlimhanglcan dRysi hP.1i/ kemampuan membayar 
(ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan 
membayar (willingness to pay) masyarakat. 

Pasal 84 

Paragraf Ket:iga 
Formula Taxif/ Desaran Sewa 



Paragraf Kelima 
Perjanjian Sewa 

ra.sat SS 

( 1 J Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam 
perjanjial~ sewa yang ditandatangaru oleh Penyewa clan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 

pada Pengelola Ba.rang; den 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang. 
(2l Perjanjian sewa sebaga:imana dimaksud pada ayat (ll, 

paling sedlldt memuat: 
a. dasar perj1:t11jicm; 
b. para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan 

jangka waktu; 
d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk 

periodeeitaa sewa; 
e. ~ng ja.wab Penyewa atas biaya operasional 

clan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; 
f. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis 

kcgiatan usaha dan kategori bentuk kelcmbagaan 
Penyewa; 

g. hak dan kewajiban para pihak; dan 
h. hal lain yang dianggap perlu. 

,-. 

(2) Kelompok kegiatan non-bi81lis sebagaimana dimaksud 
dalem Pasal 86 huruf b dipcruntukkan bagi kegiatan 
yang menarik imbalan atas barang atau ja.sa yang 
diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara 
lain: 
a. pelayanan kepentingan umum yang memungut 

biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi 
keuntungan, baik materil maupun immateril; 

b. penyelenggaraan pendi.dikan nasional; 
c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas 

ywig diperlukan dalam rangka menunjang tugas clan 
fungsi Pengguna Barang; dan 

d, k.egiatan Jainnya yang memenuhi kriteria non-bisnis, 
(3) Kelompok kegiatan sosial aebagaimana dim11k!luo dalam 

Pasa1 86 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang 
tidak menarik imbalan atas barang/ jasa yang diberikan 
dan/atau tklak bercrientasi mencari keuntungan, 
antara lain: 

pelayanan kepentingan umnm yang tidak memungut 
biaya dan/ atau tidak terdapat potensi keuntungan; 
kegiatan sosial; 
kegiatan keagamaan; 
kegiatan kemanuaiaan, 
kegtatan penunjang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; dan 
keglatan latnnya yang memenuhi kriteria sosial. 

r· a. 

b. 
c. 
d. 
e. 

t. 



(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89 ayat (2), penyetoran uang sewa barang 
milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan secara 
bertahap dengan pereetujuan Pengelola Bar.ang. 

(2) Pcrsetujuan Pengelola &rang eebagaimane. dimaksud 
psufa ~yat ( 1) wajib dilaporkan kepada Bupati. 

(3) Penyetoran uang eewa secara bertahap oebagaimana 
dimaksud pada avat (11 dituangkan dalam perjanjian 
Sewa. 

(4} Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara 
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan memperhltuugkan .nilW 3ekanmg dari 
RP.tiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa 
barang milik daerah hasil perhitungan sesuai 
ketentuan. 

(5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
meminta masukan dari penilai. 

.... , 

Pasal 90 

(1) Hasil sewa ha.rang miJik dacrah mcrupakan penerimaan 
daerah dan seluruhnva wajib disetorkan ke rekening 
Kas Umum Daerah. 

(.2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara 
tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum 
ditanda.tanganinya perjanjian sewa barang milik daerah. 

(3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada 
a.yat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran 
SP.CJ!Nl tunai kepada bendahara penerimaan atau 
menyetorkannya ke rekening .Kas Umum Daerah. 

(4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksu.d pada 
ayat (2) dan ayat {3) dibuktikan dengan menyerahkan 
bukti setor sebagai salah satu dokumen pada Lampiran 
yang menjruli bagian tidak teq>i::iahkan dari pcrjanjian 
sew a. 

... ·~. 

Pasal 89 

Pa.n1gnn Keenam 
Pembayaran Sewa 

(3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana 
dimakaud pada ayat ( 11 di.lakukan dikertas bermaterai 
sesuai ketentuan peraturan peru.ndang-undangan. 

(4) Scluruh biaya yang timbul dalam rangka pernbuatan 
perjanjian sewa ditanggung Penyewa. 



( 1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat 
diperpanjang dengan persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 

pada .l'engelola Darang; dan 
b, Pengelola Barang, trnrnk barang rnilik daerah yang 

berada pad.a Pengguna Barang. 
(2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan 

jangka waktu sewa kepada: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola 

Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk barang milik da.erah p<tda 

Pengguna Barang, 

(31 Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu 
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 
ketentuan: 
a. untuk jangka waktu sewa Iebih dari 1 lsaru] tahun, 

pennohonan pcrpanjangan harua dieampaikan 
paling lambat 4 (empat) bulan s.el'IP.lum berakhimya 
jangka waktu sewa; 

b. untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan 
harus dleampalkan paling Iambat 3 (tiga) bulan 
sebelum berakhi.m.ya jangka waktu eewa; 

c. untuk jangka. waktu sewa per bulan, pennohonan 
harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari 
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa; 

d. untuk periodesitas aewa per hari atau per jam, 
permohonan harus disampaikan sebelum 
berakhirnya jangka waktu sewa. 

(4J Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi 
pel·syft1aUu1 sebagaimana permohonan sewa pertama 
kali. 

,- 
I'asal 91 

Paragraf Ketuiuh 
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa 

(6) Penyetoran uang sewa barang milik daerah secara 
bertahap sebagaimena diJuak~ucl pada ayat (3) 
dilakukan sepanjang Penyewa tidak memililci 
kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk 
membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat 
pernyataan. 

('I) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditandatangani oleh Penyewa yang sekurang-kurangnya 
memuat keterangan mengenai ketid.alcmampuan 
tersebut dan pemyataan tanggung jawab untuk 
membayar lunas secara bertahap. 



Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
Sewa oleh Pengelola Barang dan oleh Pengguna Barang 
diatw· dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 94 

Paeo.193 

( 1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada 
eaat berakhfrnya sewa dalam keadaan bail< dan layak 
cligunakan aecara. optimal sesuai fung&i dan 
peruntukannya. 

(2) Penrerahan barang milik dsu'lrsih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Serita Acara 
Serah Terima (BAST). 

(31 Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan 
pengecekan barang milik daerah yang disewakan 
sebelum ditandatang.aninyo. Berita l\cara Serah Terima 
{BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang 
milik daerah bersangkutan. 

(4) Penandatanganan Betita Acara. Serah Terirna (BAST) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah 
semua lrewajiban Penyewa dipenuhi. 

Sewa berakhir apablla: 
a. berakhimyajangka waktu sewa; 
b. berlakunya sy!lnlt batal 1ies11i:U perjanjian yang 

ditindaklllnjuti dengan pencabutan persetujuan sewa 
oleh Bupati atau Pengelola Ba.rang; 

c. Bupati at.au Pengelola BaJ'8Dg mencabut persetujuan 
sewa daJam rangka penge.wasan dan pengendalian; dan 

cl. ketentuan lain sesuai pere.turan perundang-undangan. 

Paragraf Kedelapan 
Pengakhiran Sewa 

Pasal 92 

(5) Tata cara pengajuan usulan perpanjanganjangka waktu 
sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a clan 
hurur b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana 
peng>ljunn usulan sewa baru. 

(6) Penetapan jang)ul waktu dan perpanjangannya 
AAhllga1mana dtmakaud dalam Pasal 82 ayat (SJ 
dilakukan dengan mempertimbangkan: 
a. karakteristik jenis infrastruktur; 
b. kebutuhan penyediaan mfrastruktur; 
c. keteutuan untuk masing-maslng jenis inlrastruktur 

dalam pera.turan perundang-und~gan; dan 
d. pertimbangan Jain dari Bupati, 



(11 Perubahan bentuk barana milik daerah dilakukan 
dengan persetujuan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 

pada Pc:ngeloJa Barang; dan 
b. Pengelola Barang, untuk baning milik dacrah yang 

berada pada Pengguna Barang, 

(2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 
dinaksud pada ayat (11 dilaksanakan tanpa mengubah 
konstruksi dasar bangunan. 

(3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik: daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 mengakibatkan 
adanya penambahan, be.gian yang dltambahkan 
menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam 
Betita Acara Serah Terima (BAST) pada saat 
berakhimya jangta waktu sewa. 

Parstgraf Kesepuluh 
Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah 

Pasal 96 

(1) Penyewa wajib rnelakukan penieliharaan ams barang 
milik daerah yang disewa. 

(2} Seluruh biaya pemeliharaa.n sebagafmana dimalcsud 
pada ayat (1) t.ermasuk biaya yang timbul dari 
pemakaian dan pemanraatan barang milik daerah 
menjadi tanggungjawab sepenuhnya dan Penyewa. 

(31 Pemeliha.t·aaz1 sebagannana dimaksud pada ayat (2) 
ditujukan untuk :rnenjaga. kondisi dan mempe1·baiJU 
barang agar selalu dalam keadaan baik dan ~ap untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

(4) Perbaikan barang milik daerah eebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus sud.ah seleaal dilaksanakan paling 
lambat pada saat berakhimyajangka walctu sewa, 

(5) Dalam hal barang milik daerah yang disewa rusak 
akibat keadaan kahar (force majeur), pet·baikan dapat 
dilakukan berdasarkan kesepBkatan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Ba.rang dan Penyewa. 

Pasal 95 

Paragraf Kesembilan 
Pemeliharaan Sewa 

,-. 



ra-i 100 

(1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan: 
a. mengoptimalkan barang .milik daerah yang belwn 

atau tidak dilakukan pengguruuui untuk 
penyelenggaraan togas dan fungai P1mgguna &rang; 
dan 

Bagi.an Keenrun 
Pinjam Pakai 

Ptuagraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 99 

(11 Dalam ha! penyerahan, perbaikan dan/atau 
penggantian barang milik daerah belum dilakukan 
terhitung 1 (satu) bulan seja.k. dit.erbitkannya surat 
teguran AAhagaimana dimaksud dalam Pasa1 98, 
Penyewa dilrenakan sanksi administratif beru pa surat 
peringatan. 

(2) Dalrun hal penyerahan, perbaikan clan/at.au 
penggantian barang milik daerah belum dilakukan 
terhitung 1 (satu) bulan scjak diterbitkannya ::1Ur.:1t 
peringatan sebagaimana dirnAkl'lnd pada ayat (1), 
Penyewa dikenakan sanksi. administratif berupa denda, 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang- 
unda.ngan. 

Paragnd Keduabelaa 
.Denda/Sanksi 

Pasal 98 

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat 
teguran apabila: 
a. Penyewa belum menyerahkan barang milik daerah yang 

dieewa pad.a saat berakhirnyajangka waktu sewa; 
b. perbaikan sebagaimana dimaksud d9Jam Pasal 95 ayat 

{41 belum dilakukan atau diperkirakan betum selesai 
menjclang berakhimyajangka waktu sewa, dan/atau 

c. penggantian sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 97 
belum seleeai dilakl!anakan paling 1ambat sebelum 
berakhimyajangka waktu sewa. 

Paragraf Kesebelas 
Oanti Rugi 

Pasal 97 

DalaJn hal barang milik daerah selain tanah danj11ta11 
bengunan yang disewakan hiiang selama jangka waktu 
sewa, t'enyewa wajib mela.kukan ganti rugi sesuai 
kctcntuan peraturan perundang-undangan. 



pads. ayat ( J j 
sebagaimana 

(2) Pe1'J)l'njanf!N1 sebagaimana dimaksud 
dilakukan dengan pertimbanpn 
dirnaksud dalam Pasal 100 ayat ( 1). 

Pasal 103 

(1) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling 
lama 5 (lima) tahun dan da.pilt dipe.rpHnjang 1 (satu) 
kali. 

Paragraf Keempa.t 
Jangtca Wakt.u Mnjam Pakai 

(1) Objek PLl1Jam pakai meliputi barang milik daerah 
berupa tanah dan/ atau bangunan clan selatn tanah 
dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola 
Barang/ Penauna Barang, 

(21 Objek pinjam pakai barang m1lik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ~vat 
(1), dapat dilakukan untuk sebagisn atau 
keeeluruhannya. 

Paragraf Ketiga 
Objek Pinjam Pakai 

Pasal 102 

( 1) Pinjasn pakai barang milik daerah dilaksanakan antara 
JM'!merintah pusat dan Pemerintah Daernh atau antar 
Pemerintah Daerah dalain rangka penyelenggacaan 
pemerintahan. 

(2) Pelaksanaan pinjam pakai barang milik da.erah 
dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang; den 
b. Penggune B11rang, untuk barang milik daerah yang 

berada pa.da Pengguna Barang. 
(3) PeJaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelo!a Bllrang/ 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dil.a.ksanakan setelah mendapatkan persetujuan Bupati. 

.,,,,..- .. 

PasaI 101 

Paragraf Kedua 
Pihak Pclakaana Pinjam P.dkai 

b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan 
pcmerintahan daerah. 

(2) Peminjam pakai dilarang untuk melakukan 
pemanfaatan ata.s objek pinjam pakai. 



. ·' .. 

[ 1) Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalaln perjanjian 
serta ditandatangani oleh: 
a. Peminjam Pakai clan Bupati, untuk barang milik 

daerah yang berada pada Pengelola BaraJl8; dan 
b. Peminjam Pakai clan Peng,i1ola Baran& unruk 

barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
Barang. 

Pasal 105 

P81'88J'af Keenam 
Perjanjian Pinjam Pakai 

(1) SeJama. jansJca waktu pinjain pnkai, pcmm.JaD) paka.i 
dapat mengubah bentuk barang milik dAerah, 
sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi 
dan/atau penurunan nilai barang milik daerah. 

(2) Perubehan bentuk bara.ng mllik daerah sebagaimana 
dim.ala!lud pada ayat (11; 
a. tanpa discrtai dengan perubahan bentuk dan/ata.u 

konstruksi dasar banmg mitik daerah; atau 
b. disertai dengan perubahan bentuk dan/atau 

konstruksi dasar barang milik daerah. 
(3) Usulan perubahan bentuk barang milik daerah 

sebagaimana dbnaksud pada ayat (2), dilakukan dengan 
mengajukan pennohonan pcrubahan bentuk oleh 
peminjam pakai kepada: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada 

pada Pengelola Ba.rang; dan 
b. Pengelo1a Barang, untuk barang milik daerah yang 

benula pada Pengguna Barang. 
(4) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud padA ayat (2) huruf b, dilakukan setelah 
mendapat penetujuan Bupati. 

Parauaf Kellina 
Perubahan Bentuk Rarang Milik Daerah 

Pasal 104 

(3) Apabila. jangka waktu pinjam pabi akan dipetpanjang, 
permohonan perpat\jangan jangka waktu pinjam pakai 
disampaikan kepada Pengelola Barang/ Pengguna 
Barang paling lambat :.z (dua) bulan sebelum jangka 
waktu pinjam ptlkai berakhir. 

(41 Dalam haI perrnehoaan perpanjangan jangka waktu 
pinjam pakai clisampaibn kepada PengeloJa. Barang/ 
Pengguna Barang melewati batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), proses pjnjam pakai dilakukan 
dengan menglkutl ta.ta cara permohonan pinjam pakai 
baru. 



(1) KSP atas be.rang milik daeroh dilakaanak.an apabila 
tidak tersedia atau tidalc cukup t.eraedia dana dalam 
APBD untuk memenuhi biaya operasional, 
pemeliharaan dan/ atau perbaikan yang diperlukan 
tcrhll.dap banu1g milik daerah yang dikerjasa.makan. 

(2) Mitra KSJ> ditetapkan melalUi tender, kecuall untulc 
barang milik daerah yang bersifat khuaus dapat 
dilakukan penunjukan ~sung. 

(3) Bamng milik daerah yang bersifat khusus sebagaimana 
dimanud pada ayat (2) memililci karakteristik 
a. barang yang mempunyai spesiflkasi tertentu 

eesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

Pasal 108 

Pasal 107 

KSP barang mllik daerah dengan pihak lain dihtk3aluikan 
dalam rangka: 
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna hamng 

milik daerah; dan/atau 
b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. 

........ 

Bagjan Ketujuh 
Kerjasama Penyediaan (KSP) 

Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan 
Pinjam PakAi Bamng Miblc Daerah Pada Pengelola Barang 
dan Pada Pengguna Baning diatur dengan Peraturan 
Bu pa.ti. 

Pasal 106 

(!2) Perjanjian aebapimana dimaksud pada ayat. (1) paling 
sedikit memuat; 
a. para pihak yang terikat dalem perjanjian; 
b. dasar perjanjian; 
e, identitas para pihak yang terkait dalam perjanjian; 
d. jenis, lu- atau ju:mJah barang yang 

dipinjamkandan jangka waktu; 
e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional 

dan pemeliharaan selama Jangka waktu 
peminjama.n; 

f. hak dan kewajiban para pihak; clan 
g. perayaramn lain yang dienggap perlu. 

(31 Salinan perjanjian pinjam pakai disampaikan kepada 
Pengguna Barang. 



-- -------··-· --------------------- 

(lJ Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP 
dilara.ng menjaminl<an atau menggadaika.n barang milik 
da.era.h yang mcnjacli objek KSP. 

(2) Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan PengeloJa Barang 
a.tau Pengguna. Rarang sampai dengan penunjubn 
mitra KSP dibebankan pada APBD. 

(3) Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya 
mitra KSP dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban 
mitraKSP. 

(41 Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman 
mitra KSI', dibebanka.n pada mitra KS.I' dan tidaJc 
dipcrhitungka.n daJem pcrnbaglan kcuntungan. 

(5} Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh mitre. KSP 
dilakukan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk barang mllik daerah pada 

Pengelola Barang; dan 
b, Pengguna Barang, untuk barang milik daerah pada 

Pengguna Barang. 

Paool 109 

b. barang yang memiliki tingkat kompleksitaa khusue 
seperti bandara udara, pelabuhan taut. ldlang, 
mstalasi listtik dan bendungan/ waduk; 

c. barang yang dikerjasa.ma.kan dalam investasi yang 
bcrdasarkan pcrjanjian hubungan bilateral antar 
negara; atau 

d. barang la.in yang ditetapkan Bupati. 
(4) Penunjulcan langsung mitre. KSP atas barang milik 

daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang atau 
Pengguno. Bamng terhado.p Ba.clo.n Ueaho. Milik 
Negara./Daerah yang memiliki bidang dan/e.tau wilayah 
kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setie.p 
tahun seJama jangka waktu pengoperaaian yang te1ah 
ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil 
KSP ke rekening Ka.a Umum Daerah. 

(6) Perhitungan besaran kontribusi pembagian keurrtungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang merupakan 
bagian Pemerint.ah Daerah, harus memperhatikan 
perbandingaIJ nilai barang milik daerah yang dijadikan 
objek KSP clan manfaat lain yang cliterima Pemerintah 
Daerah dengan nilai investasi mitra dalam KSP. 



Paragraf Keempat 
Hasil KSP 

Pasal 112 
(1) HIUlil KSP dapat berupa ta.nab, gedung, bangunan, ~ 

sarana dan fasilitaa yang diadalc9n nlP.h mitra KSP. 
(2) Sarana dan fa8ilitas basil KSP eebagaima.na dimaksud 

pada ayat (1), antara. lain: 
a. peralatan clan meain; 
b. jalan, irigasi dan jaringan; 
C. uct teta.p Jainnya; dBD 
d. aset lsi1n11ya. 

(3) Hui.I KSP eebagallna.na. dimeksud pada ayat (1) menjadi 
begian dari pelaksanaan KSP. 

Paragraf Ketiga 
ObjekKSP 

Pa.sal 111 
(lJ Objek KSP meliputi barang milik daerah berupa; 

a. tanah dan/atau bangunan; dan 
b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada 

pada PengelolaBarang /Pengguna l:Sarang. 
(2) Objek KSI' barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

1>£lnBunan se~ djmak~ud pada aya:tt (1) huruf 
a, dapat dilakukan untuk sebagian atau 
keseluruhannya. 

Pasal 110 

(1) Pihak yang dapat meJaksanakan KSP adalah: 
a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk 

banmg milik daerah yang berada pada Pengelola Bamng; atau 
b. Pengguna Barang dengan peraP.tujuan Pengelola 

Ba.rang, untuk barang mjlik: daerah yang berada 
pada Pengguna Barang. 

(2) Persetujuan Pengelola Banmg sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurur b setelah mendapat pertimbangan 
dari Bupati. 

(3) Pihak yang dapat menjtu.li mitta KSP bamng milik 
dAP.Mh rneliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negan1; 
b. Baden Usaha Milik Daerah; dan/atau 
c. Swasta, kecuali perorangan. 

Paragraf Kedua 
Pihak Pelakllllrul KSP 



(1) Jangka waktu KSP pa]ing Jama 30 (tiga puluh) tahun 
eejak perjanjian ditandat.anpni dan dapa.t 
diperpanjang. 

Paisal 115 

Paragraf KP.lima 
Jangka Waktu KSP 

(11 DalaJn pe)aksanaan KSP, mitra KSP dapat melakukan 
perubahan dan/atau penambahan basil KSP. 

(2) Perubahan dan/atau penambahan basil KSP 
8Cbegaim,.na djmaksud pada ayat (1) dila.kukan dengan 
cara. addendum perjanjian. 

(3) Addendum pcrjanjian KSP sebapimana dimaksud pada 
ayat (2) ditQiukan untuk menghitung kembali be8Ql'Qn 
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. 

(4) Besaran kontribusi tetap dan pembagjan keunn1ngan 
sebegaimana dimalcsud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Tim berdasarkan basil perhitungan. 

(5) Tim ael>flgaimana dimakBud pads. ayat (4) diteta.pkan: 
a. Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah 

clan/at.au bangunan; at.au 
b. Pengelola Barang, unruk barang .rnilik daemh 

selain tanah dan/atau bangunan. 
(6) Perubahan dan/atau penambahan basil KSP dilakukan 

&et.elah memperoleh persetujuan Bupati. 

Pasa1114 

(1) Hasil KSP barang milik daerah dalam rangka 
penyediaan infrastn1ktur terdiri atas: 
a. penerimsan daerah yang harua diaetorkan selama 

jangka waktu KSP barang milik daerah; dan 
b. infrastruktur beserta fasilitaanya hasil KSP barang 

milik daeraa. 
(21 Penerimaan daerah sebagaim.ana dimaksud pada ayat 

(l) hur\lf a terdiri atas: 
a. kontribusi tetap; clan 
b, pembagjan k:euntungan, 

Pasal 113 

(4) Haail KSP sehagaimana dimaksud pada ayat (11 inenjadi 
barang milik daerah sejak di.serahkan kP.pada 
Pemerintah Daerah aesuai perjanjian at.au pada saa.t 
berakNrnya perjanjian. 

·""" 



(1) ~lalasanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP 
antara RupA.ti atau Pengelola Rarang dengan mjtra KSP 
seteJah diterbitkan keputuaan pelaksanaan KSP oleh 
Bupati. 

(2) Perjanjian sebapimana dimak•ud pada ayat ( 1) 
ditandatangani oleh mitra KSP dan: 
a. Bupati, untuk barang mi1lk daerah yang berada 

pada Pengelola Barang; atau 
b, Peng,elola Barang, untuk ha.rang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang. 
(3) Perjanjian sebagaimana climakaud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 
a. dasar perjenjian; 
b, iucntitw:. JNU1l pihak y1mg teribt dWain pcrjanjian; 
e. objek KSP; 
d. hasil KSP berupa barang, jika ada; 
e, peruntukan KSP; 
f. janska waktu .KSP; 
g. besaran kontribuai tetap clan pembagian 

keuntungan serta mekanisme pembayarannya; 
h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 

perjanjian; 
i. kctcntuan mengcnai bcrakhirnya KSP; 
j. sanksi; dan 
k. penyelesaian perselisihan. 

·"'· 

Pasal 117 

t'aragraf Keenam 
Perjanjian KSP 

(1) Perpe.njangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP 
dengan cara mengajukan pennohonan persetujuan 
perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) 
tahun sebelum jangka waktU berakhir. 

(2) Perpanjangan jangka waktu dilaksa.nak:an dengan 
pertimbangan: 
a. 1:1epa.n.jll.J1& lidltk menguiyu pelak8Hriaan tuga.:i 

dan funpi penye~nggaraan pemerintahan daerah; 
dan 

b. selama pelaksanaan KSP t.erdahulu, mitra KSP 
mematuhi peraturan dan perjanjian KSP. 

Pasal 116 

(2) DalaJn hal KSP atas barang milik daerah dilakukan 
untuk penytdia9n infrastruktur, jangka waktu KSP 
paling lama 50 Oima puluh) tahun st'jak perjanjian .KSP 
ditandatangani dan dapat dipe1·panjang. 



(11 Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai 
begian dari lcontribuai tetap dan kontrihusi pembagian 
keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (5) pali.Dg banyak IOo/o (sepuluh persen) dari tOtal 
penerfmaan kuntribusi tctttp Ihm pemhHgi"n 
keuntungan eelama masa KSP. 

(21 Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian 
kontribusi tetap clan pembaebm Jceuntungan dari awal 
pengadaannya merupakan barang milik daerah. 

Pasal 119 

(ll Mitta. KSPwajib menyctork.an: 
a. kontribuai tetap; clan 
b. pembagian keuntungan KSP. 

(21 PP.nyP.t.orBn aebagaimana dirnakaud pada ayat (1) 
dilal.-ukan setiap tahun selama jangka waktu KSP. 

(3\ Kontribuai tetap sebqaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan pembagian keuntungan KSP aebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 
penerimaan daerah. 

(41 ~ kontribu&i tetap dan pembagien keuntungan 
hasil KSP 9ebagaimana dimakAud psld.A .AyAt (1) 
ditetapkan oleh Bupa.ti. 

(51 DaJaJn KSP barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangwum, &e"hagian kontribusi tetap dan pemhagian 
keuntungannya dapat berupa bangunan beserta 
fasilitasnya yang dibangun dalam satu kcsatuan 
peren.canaan. 

(6) Sebegien kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungannya yang berupa. bangunan beserta 
fasilitasnya. sehagaimana djmaksud ayat (5) bukan 
merupal<an Objek KSP. 

Pasal 118 

ParagnU Ketujuh 
.Kontribuai Tetap dan ~bagian ~untungan 

(4) Perjanjian KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditu~ dalam bentuk Akta Notaris. 

(5) Penandatanganan perjanjian KSP dilakukan setelah 
Ptiba KSP menyampoikan bukti Betor pembayaran 
kontribusi tetap pertama kepa.da PengeJola Barang/ 
Penguna Barang. 

(61 Bukti setor pembayaran kontribusi tetap pertama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah 
satu dokwnen pada lamplran yang merupakan bagian 
tidak terpiaahkan dari perj-jian KSP. 



-----------------·· --··· 

(I) .KSP bera.khir dalaln hal: 
a. berakhimya jangka waktu KSP sebagaimana 

tertuang dalaai pcrjanjian; 
b. pengakhiran pP.rjanjian KSP secara eepihak olch 

Bupati atau Penge)ola Barang; 
c. berakhirnya perjanjian KSP; dan 
d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang- 

undangan. 
('.2) Pengakhiran KSP scbaga.i.mana dimaksud pada ayat (1) 

hl.U'Uf b, dapat dilakukan dalmn ha I mitm KSP: 
a. tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut; 
b. tidak m.embayar pembagian keuntungan selama 3 

(tiga) tahun berturut-turut lileauai pajanjian KSP; 
a tau 

c. tidak memenuhi kewajiban seJain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b sebagaimana 
tertuang daJam perjanjfan KSP. 

(3) .Penpkhiran KSP sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) 
dilakukan oleh: 
a. Bupati, untuk barulg milik dael'llh yang berada 

pada Pengelola. BaranR; atau 
b. Pengelola Bamng, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengguna tsarang. 
(41 Pengakbiran KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan eecara tcrtuli:s. 

Pasal 121 

Paragraf Kedelapan 
Berakhimya KSP 

Ketentuan lebih Janjut mengenai Tata Cara Perhitun~n 
Besaran persentase kontribusi tetap pela.ksanaan KSP 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasa1120 

(3) Beaaran kontribulli tetap dan pw aeutaae pembagi"n 
keuntungan KSP banmg milik daP.rah berupa tanah 
dan/a.tau bangunan dan sebagian tanah dan/atau 
bangunan ditetap.kan dari basil perhitungan Tim yang 
dibentuk olch Bupati, berdasarkan dan/atau 
mempertimbangban haail penilaian. 

(4) Besaran kontribu9i tetap don pereentase pembagiao 
keuntungan KSP barang milik daerah bernpa iselain 
tsnah dan/ at.au bangunan ditetapkan dari basil 
perhitungan Tim yang dibentuk oleh Pengelola Barang. 
berda,,,.rkan dan/atau mempea"timbttngkan basil 
penilajan. 



~ 1) Pengakhiran perjanjian KSP secara &epihak oleh Bupati 
atau PengeloJa Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pa.saI 121 &yllt (I) huruf b, dilaksanakan dengan 
menerbitbn teguran tertulia pertama kepa.dn mitra 
KSP. 

(2) Apabila mitra KSP tidak melaksan.rdcan teguran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) da1aJn jangka 
walctu 30 (tigti puluh] hari kalender aejak dit.erbitkan 
tegunm tcrtulia pertama, Bupati atau ftngelola Barang 
menerbitkan teguran terh1lis kedua, 

Pa.saI 124 

Pasal 123 

( 1) Serah terima objek KSP dilakukan paling lambat pada 
aaat berakhirnyajangka. waktu KSP. 

(2) Scrah tcrima ~ dimaksud pada ~at (IJ 
dituangkan dalem '3erita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Dalam ha1 Mitra KSP bclum aelcaai men]ndaklanjuti 
basil audit setelah dilakukannya serah terima 
sebagaimana dimakaud pada a.)-at (1), Mitra KSP tetap 
berkewajiban menindaklanjuti basil audit. 

(4) Pengguna Be.rang/ Pengelola Barang melaporkan 
pengitkhinm KSP dan penyerahan objek KSP 
seba119imana dimak&ud pcida ayat (l) kepada Dupati 
paling lambat I (satu) bulan setelah penyerahan. 

Pasal 12i 

(11 Paling lambat 2 fdua) tahun sebelum ja11gka waktu KSP 
berakhir, mitra harua melaporkan akan mengakhi.ri 
KSP. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Bup:di atau PengeloJa Barang memintA auditor 
independen/ aparat pengawaaan intern pcmerintah 
untuk melakukan audit atas pelakaanaan KSP. 

(3) Auditor independen/ aparat pengawasan intern 
pemerintah sebagaimana djmaksud J)8da. ayat (21 
menyampaikan basil audit kepada Bupati, Pengelola 
Darang dan/al.au Pcngguna Barang. 

(4) Bupati, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang 
rnenyampaikan haail audit 8ehagaiouma dimakaud 
pada ayat (3) kepada mitra KSP. 

(5) Mitra KSP meniridaklanjuti basil audit schagaim.ana 
dimaksud pada ayat [4) da.n melaporkannya kepada 
Bupati, Pcngelola Be.rang dan/atau Pengguna Barang. 



. . 

Paragraf Keeembilan 
Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada 
Pada Pengelola. Barang Dan Pengguna Ba.rang 

Paeal 126 

( 11 Pennohonan perpanjangan jangka waktu KSP at.as 
barang milik daerah yang berada pada PengcloJa 
Ramng diajukan oleh mitra KSP kepada Rupari paling 
lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhimya jangka 
waktuKSP. 

(21 Pennohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data dan kmldisi objek KSP; dan 
e. bukti penyetora.n kontribuei tetap dan pembogian 

keuntungan da1ain 5 (limal tahun terakhir. 
(31 Bupa.ti m.eneliti permohonan sehagaimena djmaksud 

pada ayat (1), serta mengevaluasi kelayakan 
pe1panjangan pelak88IUUU1 KSP yang telah 
berlangaung. 

(41 Apabila berdaaarkan ha8il penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetujui usulan 
perpanjangan jangka waktu KSP, maka Bupati: 
a. membentuk Tim KSP: dan 
b. menugaskan penilai untuk melakukan 

penghitungan niJai barang milik daerah yang akan 
dijadikan objek KSP, besaran kontribuai tet.ap dan 
persent.ase pembqian keuntunean KSP. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pe)aksmiaan 
KSP Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola 
Barang dan pada Pengguna Barang diatur dengan 
Peraturan 13upati. 

Pasal 125 

(3) Apa.bila mitra KSP tidak mclaksan.akan teguran kedua 
sebepimsna djmak.osud pads. ayat (2) dala!n jangka 
waktu 30 (tiga puluh} hari kalender sejak diterbitkan 
reguran t.ertulis kedua, Bupati atau Pengelola Ba.rang 
num=bitkan tegunm tertulis ketiga yang mcrupakan 
teguran terakhir 

(41 Apa.bile mitre. KSP tidak melakeanakan teguran ketiga 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka 
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan 
teguran tertulis ketiga, Bupati atau Pengelola Barang 
menerbitkan surat pengakhiran KSP. 

(:51 Mitra !CSP harus menycrahkan objek KSP kepada 
Bupati atau Pengelola Barang dalam jangka waktu 
paling lama 30 (tiga. puluh] hari setelah menerima surat 
pengakhinm KSP sebagaimana dimabud pada ayat (4). 



Paaal 127 

(l) Dalam. rangka menentukan kelayakan peip&Jljangan 
jangka walctu peJakganaan KSP sebagaimana dimak&ud 
da.lam Pasal 126 ayat (3), Bupati melalui Pengelola 
Barang dapat menugaskan penilai atau pihak yang 
berkompeten untuk melalcukan analisis kelayakan 
petpanjangan pelaksanaan KSP. 

(2) Faiilai atau pihak yang berkumpeten sebagaimana 
dim11ksud pada a.yat (1) menyampailam laporan analiais 
kelayakan perpanjangan yang merupakan hasil 
pelakaanaan tugas kepada Bupati melalui Pengelola 
Banmg. 

(3) Tim KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat 
(S) menymnpaikan laporan haeil pelaksanaan tugas 
kepada Bupati melalui Pengelola Bamng. 

(4) Apabila laporan hasil pelak11anaan tugaa Tim KSP 
sebsgaimana d;maksud pada ayat (3) menunjukkan 
bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP 
tidak dapat disetUjui, Bupati menerbitkan surat 
peno!akan perpa.njangan ja.ngka waktu KSP yang 
ditujukan kepada mitra KSP di$C11ai dengan alasan. 

(51 Apabila laporan hsulil pelalcsanaan tups Tim KSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan 
bahwa permohooan perpanjanpn jangka waktu KSP 
dapat di~tujui, Bupati menerbitkan eurat persetUjuan 
peipanjanpn jangka waktu KSP yang ditujukan kepada. 
mitra KSP. 

(6) Berdasarkan aurat perserujuan perpa.n.jangan jangka 
waktu KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim 
KSP menyusun petjanjian perpanjangan jangka waktu 
KSP aekaligl.l~ menyiapkan hal-hal teknis yang 
diperlulcan. 

(7) Perpanjangan jangk.a wllktu. KSP 3ebagaimana 
dimaksud pad.a ayat (6) berlaku pada AA.111t 
penandatanganan perjanjian KSP antara Bupati dengan 
mitra KSP di.lakukan. 

(5) Tugas Tim KSP sebegaimana djmak'ilud pada a.yat (4) 
huruf a. antara Jain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung beearan kontnbusi tetap dan 

persentase pembagian keuntungm KSP 
berdasarkan danfatau dengan mempertimbangkan 
haail Penilaian; dan 

e, melalalanakan kegiatan lain yang ditugaakan oleh 
Bupati. 

-. 



'I ' • 

(1) Tim KSP aebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 
(4) huruf a bertupa antara lain: 
a. menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP; 
b. menghitung besaran kontribusi tetap dan 

pe1ee.ntaae pembagian lreuntu11gan KSP 
berdaaarlam dan/atau denpn mempertimbangkan 
basil penilaian; 

c. melaksallakan kegiatan lain yang ditugaakan oleh 
PengeloJa &rang. 

Pasa.l 130 

( l) Penguna Barang melakulaui pcnclitian administra.Gi 
aw permohonan perpanjangan jangka waktu KSP ystng 
disampailcan oleh mitra KSP eebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 127 ayat (1). 

(2) Berdasarkan basil penelitian adminiatrasi sebagaimana 
dimakaud peula ayat ( 1) Pengguna Barang menpjukan 
permohonan pet'9etujuan perpanjangan jangka wa.1..-tu 
KSP kepada Pengelola Barang. 

(31 Pennohonan perpanjanpn jangka waktu KSP 
aebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampirkan: 
a. proposal perpanjangan KSP; 
b. data. dan kondisi obje.k: KSP; dan 
e. bukti penyetoran kontnbuai tetap dan pembagian 

keuntungan dalam 5 (Ii.ma) tahun t.eiakhir. 
(41 Apabila berdasarkan basil penelitian sebqaimana 

dimaksud pada ayat (1), Pengelola Baning menyetujui 
usulan perpanjangan ja.ngka waktu KSP, maka. 
.Pen&cJola Bara.ng: 
a. membcntuk Tim KSP; dan 
b. meriup.skan Penilai. 

Pa.sal 129 

(1) Permohonan perpenjangan ja.ngka waktu KSP atas 
barang milik daerah yang berada pada Pengguna 
&nmg diajukan oleh mitra KSP kepada Pengguna 
Barang. 

(2) Pennohonan 8ebagaimana dimakaud ayat (1) 
dilampirkan: 
a. propoaal perpanjanzan KSP; 
b. data dan kondisi objek KSP; dan 
c. bukti penyetoran kontribusi tetap dan pembagian 

kcuntunp.n dalam 5 (lima) tahun terakhir. 

Pasa.l 128 

,.-... 



Pasal 133 

(11 Dalam hal Bupali a.tau Pengelola Barang ddak 
menyetujui permohonan perpanjAll8'lJl janglca waktu 
KSP, objek KSP beecrta sarana berikut fa.silitasnya 
diaerahkan kepada Bupati atau Pengelola Barang pada 
saat berakhtmyajangka waktu KSP sebaplmana diatur 
daJam perjanjian KSP. 

Pa.sal 132 

(11 DalaJn nmgka menentukan kelayakan perpanjangan 
jangka waktu pelakeana.an KSP atae pen:nohonan 
perpanjangan aeb&Raimana dimaksud dalam Pasal 128, 
Pengelola Barang dapat menugaskan penilai atau pihak 
yang berlrompeten untuk melaJrukan analisis kelayakan 
perpanj~ pelaksanaan KSP. 

(2) Perpanjtmg811 jangka waktu KSP berlaku pada saat 
penandat:angmian perjanjian KSP antara .Pengelola 
Barang dengan mitra KSP dilakukan. 

(1) Penilai &ehagaimana dimakaud da1am Paaal 129 ayat (41 
huruf b bertups melakukan penghitungan nilai bamng 
milik daerah yang alam dijadikan objek KSP, besaran 
kontribusi tetap clan persentase pcmhagjan keuntungan 
KSP. 

(21 Pl:nilai 8Cbapimana rfimaksud pada ayat (11 
menyampaikan l.aporan penilaian yang merupekan basil 
pelaksanaan tuga.s kepada Pengelola Barang. 

Pasal 131 

(21 Tun KSP 8ebagaimana dimakaud pada ayat (1) 
menyampaikan laporan pelabanaa.n tugas kepada 
Pcngelola Barang. 

{31 Apabila basil pelakaenaan tugas Tim KSP sebapimana. 
dimakaud pe.da a.yat (.2) mcnunjukkan bahwa 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidalr 
dapat diaetujui, Pengelola Ba.rang menerbitkan surat 
penoJakan perpanjangan jangka waktu KSP yang 
ditujukan kepachl milnl KSP disertai dengan alasan. 

(4J Apabila basil pelaksanaan tugas Tim KSP 8ebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mcnunjukkan ba.hwa 
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat 
disetajui, Pengelola Barang menerbitkan surat 
peraetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang 
clitujukan kepada. mitra KSP. 

(5) Berdaaarkan pe!'8etujuan perpanjangan jangka waktu 
KSP aebagaimana djmak$ud pada ayat (4), Tim KSP 
menyusun perjaajian perpaaja.ngan jangka. waktu KSP 
aekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperlukan. 

,,..--. 



111 Penetapan ab\tus penggunaan barang inilik daerah 
sebagai hasil dari pelaksanaan BOS/ BSG dilaksanakan 
oleh Bupati, dalaJn rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi OPD tcrkait. 

Pasal 135 

(1) BGS/ BSO barang mllik daerah dilaksanakan dengan 
pertimba.ngan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan 

fas1lltaa bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
untuk kepentingan pclayanan umum dalam rangke. 
penyelenaaraan tups den fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalaJn 
APBD untuk penyedjaan bangunan dan fasilitas 
terse but. 

(2) Dangunan dan .r-il.itasnya yang menjadi bagien dari 
hasil pelakaanaan BGS / BSG harus dilengka.pi dengan 
lzin Mendirikan Bangunan (IMBJ atas nama Pemerintah 
Dae rah. 

(3) Bia.ya persiapan BOS/ BSG yang dikeluark.an Pengelola 
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan 
penunjukan mitra BOS/ BSG dibcbankan pada APBD . 

(4) B.ii:tya persiapan BOS/ BSG yang terjadi setelah 
ditetapkannya mitra BGS/ BSG den biaya pelakanaan 
BGSJ BSG mmjadi beban mitrayang bersangkutan. 

(5) Penerimaan basil pe)aln•1anaan BGS/ BSG merupakan 
penerimaan da.erah yang wajib disetorkan seluruhnya 
lee rekening Kas Umum Da.erah. 

(6) BOS/ BSG barang mllik daerah sebapimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penge)ola Barang 
11etelah mendapat peiaetujuan Dupati. 

. .r-. 

Paragraf Kesatu 
Prinsip Umum 

Pasal 134 

Bagian Kedelapan 
BGSdanBSG 

(2) Penyerahan omek KSP be8erta sarana dan 
prasa.rananya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilal..-ukan dengan Bedta Acara Serah Terima (BAS1') 
antara n:litra KSP dengan: 
a. Bupati, untuk bamng milik daerah yang berada 

pad.a Pengelola Barang; atau 
b, Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengguna Barang. 



Paragraf Ketiga 
Objek DGS/BSG 

Pasal 138 

(1) Objelt BGS/BSG meliputi: 
a. barang mililc daerah berupa tanah yang berada peda 

Pengelola Barang; atau 

Paragraf Kedua 
Pihak Pelaksana 

Pasal 137 

(1) Pihak yang dapat melakukan BOS/ BSG adalah 
Penge1ola Rarang. 

(2) Pihak yang dapat menja.di mitra BGS / BSG meliputi: 
a. Badan Usaha Milik Negara; 
b. Sadan Usahe. Milik Daerah; 
c. Swasta kecuali perorangan; dan/ atau 
d. Baden HUkum lahlnya. 

(3) Dalarn hal miba BGS/ BSG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) membentuk konsoraium, mitra BOS/ BSG 
harus membentuk bedan hukum 1ndoneaia. Sf!'bagai 
pihak yang bertindak untuk dan atas name mitra BGS/ 
BSG dalam perjanjian BOS/ BSG. 

(1) Mitra ROS at.au mitra RSG yang telah ditetap'k.an, 
selamajangka waktu peqoperasian: 
a wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum 

Daerah setiap t.ahun sesuai besaran yang telah 
ditetapkwa; 

b. wajib memelihara objek BGS/ BSG; dan 
c. dilarang menjaminkan, mengadaikanatau 

memindahtangankan: 
I. tanah yang menjadi objek BGS/ BSG; 
2. ha$il BCS yang diguna.kan .l.ongsung untuk 

penye)enggaraan tugae dsn fungsi Pemerintah 
Daerah; dan/ atau 

3. basil BSG. 
(2) Mitra BOS baiang milik daerah harus menyerahkan 

objek BOS kepada Bupad pada akhk jsngka waktu 
pengoperaaian, aetB1ah dilakukan audit oleh aparat 
pengawasan intern pemerintah. 

Paaal 136 

(2) Haail pelakaanaan BGS/ BSG sebagaimana dimaksud 
pa.da ayat {I) adalah bangunan bes:1u. fasllitas yang 
te1ah dieorahkan oleh mitre. eew1ah berakhirnya. jangka. 
waktu yang diperjanjikan untuk BGS atau aetelah 
selesainya pembangunan untuk BSG. 



(1) Dalam pelaksanaan BGS/ BSG, mitra BGS/ BSG dapat 
melakukan perubahan dan/atau penambahan basil 
BGS/ BSG. 

(2) Perubahan dan/atau penambahan basil BGS/ BSG 
sebagaimana dimalcsud pada ayat ( 1 J dapat dilakukan 
aeauai dengan penydenggaraan tuga.s dl:lll fungsi 
Pem.erintah Da.erah dan/atau untuk program-program 
nasional seauai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 140 

(1) Geduns, bangunan, aarana clan fasilitasnya yang 
diadaken oleh mitra BGS/ BSG merupakan basil BGS/ 
BSG. 

(2} Sarana dan fasilitas basil BGS / BSG sebqaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara.lain: 
a. pemlatan dan mesin; 
b. jalan, irigaei danjarinpn; 
c. aset tetap 1ainnya; dan 
d. aeet lainnya. 

(3) Gedung, bangunan, sarana dan fasilitas aebagaimana 
djmaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah 
scjal< diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai 
perjanjian atau pada saat berakhirnya pcrjanjian. 

Pantgral Keempat 
Haail BGS/ BSG 

Pasal 139 

b. bareng milik daerah berupa tanah yang berada pada 
Pengguna Barang. 

(2) Dalarn ha1 bareng milik daerah berupa tanah yang 
statue penggunaannya berada pada Pengguna Barang 
sebegaimena dimabud pada 1:1.yat (1) huruf b telah 
direncanalcan untuk penyelenggaraan tugaa dan fungai 
PenggunaBara.og yang bersangkutan, BOS/ BSG dapat 
dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepa.da 
Buptti. 

(3) BGS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilak&anakan oleh Pengelola Banuig dengan 
mengikut&ertakan Penggttna Barang aesuai tugas dan 
fimgsinya. 

(4) Keikutsertaan Pengguna &rang dalam peiaksansan 
BGS/ BSG, sebagaimana dimaksud pada a.vat (3) 
adaleh mu.lai dart tahap persiapan pembangunan, 
pelakeanaan pcm.bengunan sampai dengan penyerahan 
basil BGS/ BSG. 

,r... 



(1) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) 
tahwi sejak perjanjian ditandatangani. 

Paw 144 

Paragraf Ketujuh 
Jangka Waktu BGS/ BSG 

Ha&il pemmhan mitra BGS/ BSG eebagaimana dimaksud 
dalam Pua.I 142 ditetapkan oleh Bupa.ti. 

Pe.Gal 143 

(1) Pemilihan mitre. BOS/ BSC dilakukan melalui Tender. 
(2) Tender ae~ dimaksud pa.da ayat (1), dilakukan 

denwm melcanisme sebagaim•na dllnakeud detam Paul 
63 sampai dengan Pasa1 79. 

Pasal 142 

Paragraf Keenam. 
Pemilihan Dan Penetapon Mitra. BOS/ DSO 

BOS/ BSG hftrmig milik daerah dibkeoruUam dengan 
bentuk: 
a. BGS I BSG barang .milik daera.h atas tanah yang berada 

pada Barang; clan 
b. BOS/ BSO ha.rang milik daerah at.as tanah yang berada 

pada Pengguna Rarang. 

Paragraf Kellina 
Bentuk BGS/ BSG 

Pasal 141 

(31 Perubahan clan/at.au penambahan basil BGS/ BSG 
aehapimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara addendum perjanjian BGS/ BSG. 

(4) Addendum perjanjian BGS/BSG aebegaimana 
dimekaud paclo ayat (31: 

a. tidak melebihi jangka waktu paling Jama 30 (tiga 
puluhl tahun; dan 

b. menghitung kembali besaran kontribusi yang 
ditetapkan berdasarkan haail perhitungan Tim 
yang dibentuk oleh Bupati. 

(5) Peiuba.han dan/atau penambahan basil SGS/ BSG 
sebagAimana dimalaiud pada ayat (1) dan aJat (2) 
dilakukan setelah memperoleh peraenuuan BupAti. 



(1) Mitra wajib membayar kontrlbusi tahunan melalui 
penyet.oran ke rekening Kas Umum Daerah sebagai 
penerimaan daera.h dari peJaksanaan BGS/BSG. 

(2) Be8aran kontribu& tahunan aebagaimana dimaksud 
J>4da ayat [I] dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh 
Bu pa.ti. 

Paaal 14b 

(11 Pelaksanaan BGS/ BSG dituangkan dalem perjanjia.n. 
(2) Perjanjia" BOS/ BSG sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditandetangani antara Bupati dengan mitra BOS/ 
BSG. 

(3) Perjanjian aebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 
sek:Urang-kUJ"UlfPya memuat: 
a. dasar perjanjian; 
b. identitas para pihak yang teribt dalam perjanjian; 
c. oQjek BGS/ BSG; 
d. haail BGS/ BSG; 
e. peruntukan BGS/ BSG; 
t. jangka waktu BOS/ BSG; 
g. besaran kontribulli tahunan iserta mekanisme 

pembeyanmnya; 
h. besaran hasil BGS/ BSG yang digunakan langsung 

untuk tugas dan fung&i Pengelola Barang/ 
Penguna Banmg; 

i. hale: dan kcwa,jiban para pihak yang terikat dalain 
perjanjian; 

j. ketentuan mengenai berakhimya SGS/ BSG; 
k. aanksi; 
I. penyeJesaien penielisihan; dan 
m. persyaratan lain yang dia.nggap perlu. 

(4) Perjanjian BGS/ DSG aeba"8imanadimaksud pada ayat 
(3) dituangkan dalam bentuk Akta Notarie. 

(5) Penanclatanprum perjanjian BGS/ BSG dilakukan 
setelah mitra BGS/ BSG menyampaikan bukti eeter 
pemba.yaran kontribusi tahunen pertama kepada 
Pemerintah Daerah. 

(6) Bukti Mtor pembayaran kontribuai tahunan pcrtama. 
aebagaimana dimakaud pada ayat (5) merupekan salah 
satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian 
tidak teI]>i8abkan dari perjanjian BGS/BSG. 

·-'"' 

Paragraf Kedelapan 
Perjanjian BOS/ BSO 

Pa.sal 145 

(2) Jangka waktu BGS/ BSQ sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) hanya berlaku untuk I (sa.tu) kali perjanjian 
da.n t:idak dapal dilakukan perpanjangan. 



(1) Pembayaran k-Ontribusi tahunan pertama ke rekening 
Kas Umum Daerah oleh mitta BGS/ BSG harus 
dilakukan paling lambat 2 (due,) hari kerja sebelum 
penanda.tanganan pcrjanjian 'BOS/ BSG. 

(2) Pcmbayaran lamtribusi tahunan tahun berikutnya ke 
rekening Kas Umum Daerah harua dilakuJam setluai 
denga.n tanggaJ yang ditetapkan dalatn perjanjian. 

1-'asal 149 

Ill .Besaran lmntrihusi tahunan pclaksanaan BGS/ 8$0 
dapat meningkat setiap tahun dari yang telah 
ditetapkan sebageimana dimeksud dalam Pasal 147ayat 
(2). 

(2) PerUngkatan sehagaimana dimakaud pada ayat (I) 
dihitung berdllSlll"kan kontribusi tahunan tahun 
pertama dengan memperhatikan tingle.at inflasi. 

(3) Beeman lrnntribusi tahunan ditetnpkan dalam 
pe1eetujuan pcJakaanaan BOS/ BSG dan ditua.nglcan 
daJam perjanjian. 

(4) Dalam hal usulan beaaran kontribuai tahunan yang 
diajukan oleh caJon mitra BGS/ BSG lebih besar dari 
hasil perhitungan yang dilitkukan oleh Penilai 
Pemerinta.h, beaamn kontribulli tahunan yang 
ditetapkan da1aJn persetujuan pelal:aanaan BOS/ BSG 
dan yang dituangkan dalam perjanjian adeleh sebeear 
uaulan beearan kontribusi tahunan dari calon mitra 
RGS/ BSG. 

Pasal 148 

(IJ Besaran kontribusi tahunan merupakan basil perkalian 
dal'i besaran pc1aentaae kontribusi tahunan dengan 
nilai wajar barang milik daerah yang akan dilakukan 
BGS/ BSG. 

(2) Besaran peraenteae kontribusi tahuna.n aebagaimana 
dimakaud pada ayat [I] clitetapkan oleh Bupati 
berdasarkan perhitungan PeniJai. 

(3) Nilai wajar berang milik daerah sebagaimana dimakaud 
pada ayat (1) ditentukan bemaaarkan hasil penilaian 
oleh Penilai Pemcrintah atau Penilei Publik yang 
ditetapkan oleh Bupati. 

(4) DaJain hal nilai barang mih1c da.erah berbcda dengan 
nilai wajar basil penilaian sebegaimana dimaksud pada 
ayat (3), BGS/ BSG barang milik daerah mensgunakan 
nilai wajar basil penilaian aebagaimana dimabud pada 
ayat (3). 

Pa.sal. 147 



[I] BGS/BSG berakhir dal"m hal 
a, berakhirnyo.jangka. waktu BOS/ BSG 19ebagaimana 

tertuang dalam perjanjian BOS/ BSC; 
b. pengakhiran perjanjian BGS/ BSG seeara aepihak 

oleh Supati; 
c, bcrakhirnya pcrja.njia.n BGS( a.so; 
d. kerentuan lain seauai peraturan perundang- 

undangan. 
(2) Pengakhinm BGS/ BSG secara aepihak oleh Bupati 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat 
dilakukan dalam hal mitra BGS/ BSG tidak memenuhi 
kew4jibe.n eebt!gaimana tertuuig da)am perjanjian dan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, antara. ls.in: 
a. mitra BGS/ BSG terlambAt membayar kontribusi 

tahunan aebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; 
b, mitta BGS/ BSG tidak membayar lrontribusi 

tahunan eebanyak 3 (tigaJ kali berturut-turut; a.tau 
e. mitra BGS/BSG ~Jum memulai pembangunan 

dan/atAu tidak menyelesaikan pembangunan 
sesuai dengan perjanjian, kecuali dalaJn keadaan 
force ma.feure. 

Paragraf Kesepuluh 
Berakhirnya Jangka Wa.ktu BGS/ BSG 

Pasal 151 

(1) DaJam jangka waktu pengoperaeian BGS/ BSG, paling 
aeclikit 10"/o (sepuluh persenj dari basil BGS/ BSG 
harua digunakan langsung oleh Pengguna Barang 
untuk penyelengpraan tuga.8 dan fungsi pemerinfahan_ 

{2) Besaran basil BOS/ BSG yang digunakan Jangsung 
sebo&aimana dimabud pada ayat (1), ditetapkan oleh 
Bupati herdasark.an basil perhitungan yang dilakukan 
rekomendasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati. 

(3) Penyeraha.n bagian hasil BGS/ BSG YU18 digunal<an 
langsung sehagaimana djmak8ud pada ayat (1). 
dilakukan aesuai dengan waktu yang ditentukan dalaJn 
perjanjian BOS/ DSG. 

(41 Penetapan penggunaan berang miJik <laerah basil BQS/ 
BSG yang disitnakan langsung sebapimana. dinll:llu1ud 
padaayat (1), dilakukan oleh Bupati_ 

Pasal 150 

(3J Pembe.yaran kontribusi tahunan pada akhir tahun 
perjanjian diba.yarkan paling lambal 6 (enam} bulan 
sebelum perjanjian berakhlr. 

(4) Pembayann lcontribum tahurum aehngaimA.11111 
dimakaud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dP.ngan 
bukti setor. 



(1) Pengakbiran perjanjian BGS/ BSG secara sepihak oleh 
Bupati eebagaimana dimaksud dalam Pasal. 151 ayat {l) 
huruf b, dilak:sp.nakan dengan tahapan: 
a. Bupati menerbitkan teguran tertulia pertama 

leptlda mitra BOS/ BSO; 
b. dplpm hal mitra "SGS/ BSO tidak mela.k8PJ18.kan 

teguran dalam jangka wa.ktu 30 (tiga puluh) hari 
kalender sejak diterbitkan teguran tertulia pertama, 
Bupati menerbitkan tegUran tertulis kedua; 

e, delam ha1 mitra BOS/ BSO ticlak melaksanekan 
teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis 
kedua, Bupati menerbitkan teguran tertulis ketiga 
yang mecupakan tegunu1 tentkhiJ; dan 

d. dalain hal mitra BGS/ BSG tidak ~ 
teguran ketip dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis 
ketfga, Bupatl menerbitkan surat pengakhiran BGS/ 
BSG_ 

(2) Setelah mcncrima sura.t pengakhiran BOS/ DSO 
aebqajmana dimaksud pada ayat (1) dalam jangb 
waktu paling lama 30 {tiga puluh) hari, mitra BGS/ 
BSO wajib menyerahkan objek BGS/ BSG kepada 
Bupati. 

(31 Bupati meminta aparat pengawasan int.em pemerintah 
untuk melakukan o.udit atas objek BOS/ BSG yang 
diaerahkan oteh mitra BGS/ BSG. 

(41 Audit Mhagaimana dimaksud pada ayat (3) ditajukan 
untuk memeriksa: 
a. keaeauaian jumlah dan kondiai objek BGS/ BSG 

antara yang akan diserahkan dengan perjanjian 
BOS/ BSG; 

b. keaesuaian bangunan dan fasilitas basil BGS/ BSG 
ant.am yang akan diserahkan dengan Petjanjian 
BOS/ BSG; dan 

e, laporan pelakaanaan BOS/ BSQ. 

(5) Apiuat pengawaaan intern pemerintah melaporkan basil 
audit kepada Bupa.ti dengan tembusan kepada mitra 
BGS/ BSQ_ 

(6) Mitra BGS/ BSG menindaklaniuti aeluruh basil audit 
yang disampeikan oleh aparat penpwasan intern 
pemerint.ah clan melaporkannya kepada Bupati_ 

(7) Serah terima objek BGS / BSG dilakukan pa.ling lambat 
pada saat beralcbllnya jangka welctu BOS/ BSG dan 
dituansJc:an dalam Berita Acara Semh Terima (BAST). 

Pasal l52 

(3) PengakhinUl BGS/ BSG aebagaimana djmaksud pada 
ayat (2l dB.pat dilakukan oleh Bupa.ti sec:ara tcrtulia. 



( 11 Kcwajiban Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI 
adal.ah: 
a. dilanUle meniaminkan, menggadaikan atau 

memindahtangankan barang milik daerah yang 
menjadi objek KSPJ; 

b. wajib memelihua objek KSPI dan barang basil KSPI; 
clan 

c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntunpn 
sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang 
diperoleh dari yang ditentuk.an pada saat perjanjian 
dimulai (dawbaek). 

(2) Mitra KSPI hana menyerahkan objek: KSPI dan barang 
basil KSPI kepada Pemerintah Daerah pa.da saat 
bemkhirnyajangka wflktu KSPI se&uai perjanjian. 

Pasal 155 

KSPI atas hArang milik daerah dilakukan dengan 
pertimbangan: 
a. daJam rangka kepentingan umum dan/atau penyecliaan 

infrast:ruktur guna mendukung tugas dan fungsi 
pemerintahan; 

b. tidak tersedia ata.u tids.k cukup tersedia dana dalam 
APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan 

c. t.erma.suk dalam daftar prioritas program penyediaan 
infnumuktur yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Pasal 154 

Begien Kesembilan 
KSPI 

Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelakaanaan 
BGS/ BSG Atas &rang Milik Daerah Berupa Tanah yang 
benWa piula Pengelo1a Barang dan pada Pengguna Barang 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 153 

(81 Mib'a tetap berkewajiban menindaklanjuti haeil audit 
dalmn hat terdapat haail audit yang belum selesai 
ditindaklanjuti oleh mitra. setelah dilakulaumya serah 
terima 1ehagaimana dimaksud pada ayat (7). 

(9) Pengakhiran sepihak BOS/ BSG tidak menghila.nsJam 
kewajiban mitra BGS/ BSG untuk memenuhl 
kewajibannya eebagaimana tertuang dalam perjanjian 
BGS/ BSG. 



.. - --·--------------------- 

.. ... 

(1) PJPK KSPI ataa barang milik daerah adalah pihak yang 
ditunjuk dan/atau dit.et.apkan sebegai PJPK daJain 
rangka pelakeanaan kerja sama Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha. 

(2) Pihak yang dapat ditunjuk dan diteta.pka.n sebagai PJPK 
sehagaimana djmak<tud pada ayat (1) mempedomani 
ketentuan perturan perundang-undangan. 

Paragref Ketiga 
PJPK KSPl At.as Barang Milik Daerah 

Paeal 158 

(1) Pilutk JWIS dapat melakMnakan KSPI adalah: 
a. P'ctlgclola &rang, untuk barang milik daerah yang 

berada pada Pengelola Barang; atau 
b. Pengguna Barang, untuk barang milik daerah yang 

berada pe.da Pengguna .Barang. 
(2) .KSPI atas barang milik daerah dilakukan antara 

Pemerintah Daerah dan badan usaha. 
(3) Badan usaha sebagaimana dimakaud pa.da ayat (2) 

adalah baden uaaha yang bcrbcntuk: 
a. Perscroan Terbatlui; 
b. Sadan Usaha Milik Negara; 
c, Badan Usaha Milik Oaerah; dan/atau 
d, Koperasi. 

Pasal 157 

Paragraf K.edua 
Pihak Pelaksana KSPI At.as Barang Milik Dacrah 

Jenis Infrastruktur yang tennasuk dalam daftar prioritas 
program penyediaan infrastruktur aebagaimana dimaksud 
dalem pasel 154 huruf c se.uai dengan k:etentuan 
perundang-undangan. 

Pa-1156 

(3) Baran8 haml KSPl sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi barang milik daerab sejak diaerahkan 
kepa.da Pemerintah Daerah aesuai perjanjian. 

(4) Penetapan mitra KSPl dilabanakan seeuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



(1) Haail dsri KSPI atas barang milik riat'!rah tenliri atas: 
a. be.rang haail KSPl berupa .infrastruktur beserta 

fasilit.asnya yang dibangun oleh mitn KSPl; dan 

Paragraf Keena.m 
Hasil KSPI Atws Ban.mg Milik Daerah 

Pa.881162 

Pa.sal 161 

(1) Perpanjangan ja:ngka. waktil X.SPl atas barang milik 
daerah aebagaimana dimakaud dalam Pase.I 255 ayat (3) 
hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force 
majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang 
disebabkan oleh lerj~dinya luisis ekonomi, politik, sosial 
clan keamanan. 

(2) Perpanjanpn jangka waktu KS.Pl atas barang milik 
daerah sebagaimana dimakaud pada ayat (1) diSljukS!ln 
permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah 
government farce majeure terjadi. 

Paragraf Kelima 
Jangka Wald.u KSPI 

Pasal 160 

(lJ Jangka waktu KSPI at.as barang milik daerah paling 
lama 50 (lima pulub) tahun sejak perjanjian 
ditandatanpni dan dapat diperpanjang. 

(2J Jangka waktu KSPI atas be.rang milik daerah 
sebsgaimana dimaksud parla a.yat (1) ditetapkan oleh 
Bu pa.ti. 

(31 Jangka waktu KSPI atas barang mi1ik daerah dan 
perpanjangan seMgaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditua.ngkan dalam perjanjian KSPl atae barang milik 
daerah. 

(1) Objek KSPl meliputi: 
a. barang milik: daerah yang berada pada Pengelola. 

Barang;atau 
b. barang milik daerah yang bera.da pad.a ~nggurut 

Barang. 

(21 Objek KSPl atae barang milik daerah meliputi: 
a. tanah clan/a.tau butgunan; 
b. aebagian tanah dan/atau bangunan vanR maaih 

digunakan; a.tau 
c, selain t.anah clan/a.tau bangunan. 

Parqraf Keempe.t 
ObjekKSPl 

Pasal 159 

,.-.... 



Paragl'af Ketuj uh 
tnfrastruktur Ha.ail Pemanfaatan Banmg Milik Daerah 

Da1am Rangka Penyediae.n Infrastrukur 

Pasal 164 

(11 Infrastruktur yang menjadi basil kegiatan KSPI atas 
barang milik daerah berupa: 
a. bangunan konstruksi infrastruktur beserta sarana 

dan prasarana; 
b. pengeml:)!mgan infraetruktur berupa penembahan 

dan/ atau peningkatan t.erhadap kapasita11, 
kuantitas dan/ atau kualita.a infrastruktur; dan/ atau 

c. hasil penyediaan infrastruktur berupa penambehan 
dan/ atau peningkatan terhadap ~IRUJittll:I, 
kuantitas dan/atau kualitaa infra.atruktur lainnya. 

(.2) Mitra KSPI menyerahkan in&li\struktur yang menjadi 
basil kegiatan KSPI atas baraQ milik daerah 
aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) seeuai perjanjian 
atau pada saat berakhirnya perjanjian. 

{3) Penyerahan aebaga.imana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan olch mitra KSPI ataa barang m.i1ik daerah 
kepada PJPK. 

(11 Fonnula.si dan/atau besaran pembagim kelebihan 
keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Penetapan besaran pembagjan kelebihan keuntungan 
(clawbackJ aebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mempertlmbangkan h88il .kajian dart 
TUn KSPI yang dibentuk oleh Bupati. 

(3) Pcrhitungan pemhagian kelcbiban keuntungan 
(clawback) aebagaimana dimalalud pada ayat (I) 
dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: 
a. nilai inveatasi Pemerintah Daerah; 
b. Dilai mveetasi mitra KSPI; 
c. risilco yang ditanggung Dlitra KBPI; dan 
d. karakteristik infrastruktur. 

PasaI 163 

b. pemhagian ataa kelebihan keuntl.mgan yang 
diperoleh dari yang ditentukan pe.da aaat perjanji.an 
dim.Wai (clawbadc}. 

(2) Pembegian ataa kelebihan .keuntungan aebagaimana 
dimakaud pada a.yat (1) huruf b merupakan penerimaan 
Pemerint.ah Daenili yang harua djMorkan ke rekening 
Klls Umum Daerah. 

,-. 



( 11 Dalaln hal mitra KSPI terlambat melakuk.an 
pembayaran atau melakukan pemba.yaran namun tidak 
sesuai dengan ketentuan atas pemhagian keuntungan 
KSPI, mitra KSPI atas barang lllilik daerah we.jib 
membavar denda sebapimana diatur dalam naskah 
perjanjian. 

Pasa.l 169 

P:emgraf Ke-~mbilan 
Sank•i Dan Denda 

(1) Mitra KSPI melaporkan secara tertulis basil penyetoran 
pendapat.an daerah ataa KSPI kepe.da Bupati aesuai 
pei:JanJian dengan dilampiri bukti penyetoran 
pendapatan daP.nih. 

(2) Bukti penyetoran pendapatan daerah sebagaimana 
dimabud pada a.va.t (1) merupakan dokwnen sumber 
pelaksanaan penatausahaan KSPI. 

Pual 168 

Pual 167 

(11 Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas 
pelaksanaan KSPI atas barang milik daerah yang berarla 
pad.a Pcngclola Barang. 

(21 Pengguna &rang melakukan penatausahaan ataa 
pelok$Qnaan KSPI ataa barang milik daerah yang berada 
pe.da Pengguna Barang. 

Panigraf Keaembilan 
Penatausahaan 

Ketentuan lebih Janjut mengenai Tata Cara. pelaksanaen 
KSPI Ate.s Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang dan 
Pmgguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal iee 

f 1) PJPK menyerahkan barang milik daerah yane diterima 
dari mitta KSPI atas barang milik claerah sebagaimana 
dimaksud dalmn Pasal 164 ayat {3) kepa.da Bupati. 

(2) .Barang basil KSPI ataa banmg milik daerah berupa 
.i.nfrastruktur be11erta fasilitasnya menjadi barang milik 
daerah sejak diaerahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Paaal 165 

,- 



Mitra dikenakan ~luii administratif berupe surat teguran 
dalam hal: 
a. belum melakuk9n perbaikan dan/atau penggantian 

sebagaimana dimabud dalam Paeal 172 dan Paaa1 173 
pada saat berakhimya KSPI; atau 

Pasal 174 

Pasal 173 

Fem.be.yam biaya sebagaimana dimakaud dalam Pasal 172 
ayat ( 1) dilakukan dengan cara menyetorkan lee Rekening 
Kaa Umum Daerab paUng lama 1 (satu) bu1an terhitung 
sejak adanya penetapan eebegaimana dimaksud delam 
PasaJ 172 ayat (2). 

Pasal 172 

(lJ Ualaln b.al perbaikan dan/a1a.u penggantian barang 
milik dactah aebegaimana djmaksud dalam .PllSltl 287 
dan Pasal 171 tirlsa'k dapat dilakukan, mitra KSPJ 
membayar lnaya perbaikan dan/atau penggantian 
tersebut secara tunai. 

(2) Penentuan besaran biaya eehagaimana djma!aaud pada 
ayat ( l) dit.etapkan olen t>J PK. 

Paul 171 

(1) Da1am hal barang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
hilang aelama pe.laksanaJm masa KSPI alal>at kesalahan 
atau kclalaian mitra KSl'l, mitra wajib menggan.ti objek 
dan basil KSPl dengan bamng yAng sama atau bareng 
yang eejenis dan setara. 

(21 Penggantian barang milik daerah aebagaimana 
dimakaud pada ayat ( l) harus sudah selesai 
dilaksanakan paling lam.bat pada saat berakhirnya 
KSPI. 

Pasal 170 

(I) l>Klam hal berang milik daerah yang menjadi objek KSPI 
tidak dipelibora dengan balk seauai ketentuan po.da 
perjllJljian, mitra KSPI memperbaiki aampai pada 
kondisi sesuai dengan yang diperjanjikan. 

(2) Perbeikan sebagajmana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
sudah selcsai dilakaanakan paling lamba.t pada saat 
bcrakhirnya ma""' KSPI ata11 barang milik daerah. 

(2) Pembayanm dcnda sebagaimana djmaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui penyetoran ke rebning Kas 
Umum Daerah. 



(1) Barang yang dipelihara adalah barang milik daerah 
danfatau barang milik daerah dalam penguasaan 
Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang. 

(2) Pengelola Ba.rang, Pengguna Barang dan .kuasa 
Pen~w1a Bara.rig bertanggungjawab atas pemeliharaan 
barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya. 

(31 Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik 
daerah sebagaimana dimakud pada ayat (2) adalah 
untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang 
milik daerah agar selalu dalarn kcadaan baik dan layak 
serta siap digunakan secara berclaya guna dan bP.rh.l'lsil 
guna. 

(4) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pemerintah Daerah harus memprioritaskan 
anggaran belanja pemelih.araan dalam jumlah yang 
culcup, 

Pasal 181 

Ba.gian Kedua 
Pemellharaan 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai To:ttl Cam Pengomarum 
Barang Milik Da.erah diatur dengan Peraturan Bupati. 

(21 Tata Cara Pengamanan sebagedmana ayat (1) meliputi: 
a. tata cara pengamanan tanah; 
b. tata cara pengamanan gedung dan/ atau bangunan; 
c. tata cara pengamanan kendaraan dinas; 
d, ~U.. t:lil'H pengamarian rurnah Negara; 
e. tata cara pengamanan barang milik daerah berupa 

barang persediaan; 
f. tata cara pengamanan barang milik daerah selain 

tanah, gedung dan/atau bangunan, rumah 
negaradan barang pereediaan yang mempunyai 
dokumen berita acara serah terima; 

g. tata cara pengamanan barang milik daerah berupa 
barang tak berwujud. 

Pasal 180 

Bupau clapat menetapkan kebljakan asuransi atau 
pertanggungan dalam rangka pengamanan bamng milik 
daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan 
keuangan daerah. 

Pasal 179 

(2) Penyimpanan bukti kepe:milikan barang milik daerah 
dilakukan oleh Pengelola Barang. 



(lj Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan 
dengan tertib dan aman. 

Pasal 178 

(1) Pengelola Barang, Pengsuna Barang dan/atau kuasa 
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang 
mi1ik daerah yang berada dalam penguasaannya. 

(2) Pengamana.n barang milik daerah sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengamanan fisik; 
b. pengrunonnn administraBi; dan 
c. pengamanan hukum. 

Pasal 177 

Bagian Pcrtama 
Pengamanan 

BAB VIII 
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Dalam hal denda sebagatmana dimaksud dalain Pasal 175 
ayat (2) tidak dilunasi mitra KSPI, make. penyele.sa.iannya 
dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 176 

(1) Dalam hal perbaikan, penggantian dan/atau 
penyerahan barang milik daerah sebagaimana. 
dimaksud dalam Pa.sal 173 belum dilakukan terhitung 1 
[eatu) bulan sejak diterbitlm.nnyn suro.t teguran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, mitra 
dikenakan sanksi administratif berupa surat 
peringatan. 

(2) Dalam hal perbaikan, penggantian clan/at.au 
penyerahan barang mllik daerah belum dilakukan 
terhitung 1 jbulanl sejak diterbitkannya surnt 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra 
dikenakan sanksi administratif berupa denda 
sebagannana diatur dala.m naskah perjanjian. 

Pasal 175 

b. belum menyerahkan barang milik daerah yang menjadi 
objck KSPI dan/atau hasil pemanfaatan pada saat 
berakhirnya KSPL 



(11 Pcnilaian barang milik daerah berupa tanah d.an/atau 
bangunan daJam rangka pemanfaatan atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh: 
a. penilai pemerintah; atau 
b. penilai publik yang diteta.pkan oleh Bupati. 

(21 Penilai Publilc, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemer1ntah yang 
mempunyai izin pralctik Penilaian dan menjadi anggota 
asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah. 

(31 Penilaian baranz milik da.erah sebagaimana dima.ksud 
pada ayat (11 dilaksanakan untuk mendapatkan n.ilai 
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(4) Nilai wajar sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (3) yang 
diperoleh dari haeil penilaifm menjadi t.anggung jawab 
Penilai. 

Pasal 184 

(1) Penilaian barang milik daerah dila.kukan dalarn rangka 
penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan 
atau pemindahtanganan. 

(2) PeniJaian barang mili.k daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( l J dikecualikan untuk: 
a. pemanfaatan dalam benluk pinjam pakai; dan 
b. pemindahtangansn dalam bentuk hibah. 

(3) Penetapan nilai barang milik dneroh dalam rangka 
penyusunan neraea Pemerintah Daerah dilakukan 
dengan berpedoman pada Standar AkuntBnsi 
Pemerintahan (SAP]. 

(41 Biaya yang diperlukan da.1.am rangka. penilaian barang 
mili.k daerah dibebankan pada APBD. 

t'asal 183 

BABIX 
PENJLAIAN 

Kctentuan lcbih lanjut mcngcnai Tata Cara Pcmel.iharaa.n 
R1n~ng M;J;k Oaerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 182 

(51 Biaya pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 
dimak&ud pa.da ayat (4) dibebankan pada. APDD. 

(6) Dalam hal barang milik daerah dila.kukan pemanfaatan 
dengan pihak Jain, biaya pemeJiharaan menjadi 
ta.n.ggung jawab sepenuhnra dari mitra pemanfaatan 
barang milik daerah. 



(1) Dalam lwndi!Ji tertentu, Bupati dapat melakukan 
penj)ajan bmbali dalam rangka kor(!ksi atas niW 
barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca 
Pemerintah Daerah. 

(2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan 
keuangan 8C8Uai . Stand.a.I Akuntansi Pemerintahan 
(SAP) yang metede penilaiannya d;Jaksan11kan !'lf!RllAi 

standar penilaian. 
(31 Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai 

barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 
berpedoman pada kctcntuan pemerintah yuag berlaku 
secara nasional. 

(4) Ketentuan pemerintah yang berlalcu secara nasional, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijalcan 
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 186 

(1) Penilaian barang !Dilik daerah eelain tanah dan/atau 
bangunan dalam rangka pemanfaamn atau 
pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan 
oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang 
ditetapkan Bupati. 

(2) Tim sebagaimana djmaksud pada ayat (1) adalah 
panitia penabsir harga yang un~umya terdiri dari OPD I 
Unit Kerja terkait. 

(3) Penilai ~imAnA dimaksud pada ayat (1) adalah 
Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. 

(4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai 
wajar eesuai denpn ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(5) Apabila penilaian 1:1ebapiman11 dim.aksud pada ayat (4) 
dilakukan oleh Pensguna Barang tanpa mehbatkan 
Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah 
hanya merupa]am nilai taksiran. 

(6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (~) ditetapkan oleh ijupati. 

Pasal 185 



{l) Pemindahtanganan barang milik daemh yang dilakukan 
set.elah mendapat persetujuan DPRD untuk: 
a. tana.h dan/atau bangunan; atau 
b, selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih 

dari Rp. 5.000.000.000,- (lima mmar rupiah). 
(21 Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan sebagalmana dllnaksud pa.da ayat 
(1) huruf a tidak memerlukan persetuju.an DPRD, 
apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

penataan kota; 
b. harue dihapuskan karena anggaran untuk 

bangunan pengganti sudah disediakan dalam 
dokumen penganggaran; 

e, diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan; 

d. diperuntukkan bagi kepentingan \ltnum; at.au 

Pasal 189 

Bagian Kedua 
PeTsetujuan Pemindahtanganan 

(1) Dalam rangka pemindahtanganan ba.rang millk daerah 
dilakukan penile.ian. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan eebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), untuk pemindahtanganan dalarn bentuk 
hiboh. 

(3) PemJaian 8ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar. 

Pasal 188 

(1) Darang millk daerah yang tidak diperlukan bagi 
pP.nyP.11!nggAnuan tug11s pt'!lllP.rinta han dBP.TAh dBpAt 
dipindahtangankan. 

{21 Eentuk pemindahtanRanan barang milik daerah 
meliputi: 
a penjualan; 
b. tukar menukar; 
d. hibah; Q.UlU 

e. penyertaa.n modal Pemerintah Da.erah. 

Pasal 187 

1:3AB X 
PEMINDAHTANQANAN 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

.~ 



Tanah dan/atau bangunan di~runtnkken bogi pcgawai 
negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan 
sebagaimana dimakaud dalam Pasal 189 ayat (2) huruf c, 
o.da1ah: 
a. tanah dQn/atau bangunan yang mentpalcan k.ategori 

rumah negara/ daerah gnlongan llI; 
b. tanah yang merupakan tanah kavlina yang menurut 

perencanaan awalnya untuk pemba.ngunan perumahan 
pepwai negeri 8ipil Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 

Pasal 192 

Paaa.l 191 

8angunan yan" harus dihapuskan lalrena anggamn untuk 
bangunan pengganti sudah disediakan daJam dokumen 
penganggaran sebagaimana dimaksud dabun Pasal 189 
ayat (2) huruf b, dimakeudlan bahwa yang dihapuslc.an 
aclalah banpnan yang berdiri di ata.6 t.anflh terecbut 
dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di 
atas tanah yang sama (rekonetrukai) sesuai dengan alokasi 
angga.ran yang telah d1sediakan dalam dokumen 
penganggaran. 

(1) Tanah dan/at.au bQngunan .vang audah ddak sesuai 
dengan ta.ta ruang wilayah atau penataan kota 
8ebagaimana dlmaksud dalain Pasal 189 ayat (2) huruf 
a, dimaksudkan bahwa lokasi tanah clan/at.au 
bangunan dimaksud terjadi perubahan peruntukan 
dan/atau fungsi kawa.san wilayah. 

(2) Tanah dan/at.au bangunan yang tidak seanei IU-..ngan 
penataan kota sebag1dma11a djmaksud pada ayat (1), 
perlu dila.kukan penyesuaian yang berakibar pada 
perubahan lua& tanah dan/at.au bangunan tenM:bur. 

Pttaal 190 

e. dilcuaaai Pemerintah Daerah benlalSfll"kan 
keputusan JMmiA(lilan yang telah memiliki 
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan yang jika status 
kepemilikannya dipcrtabankan tldak layak secara 
ekonomis. 



Pasal 193 

(1) Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi 
kepentingan umum aebapimana dimaksud daWn Pasal 
189 ayal (2) hwuf d, adalah tanah dan/ atau bangunan 
yang digunakan. untuk kegiatan yang menyangkut 
kepentingan bengsa dan negara, masyarakat luas, 
rakyat banyak/ bersama. dan/atau kepentingsn 
pembangunan, termasuk diantaranya keg!atan 
Pemerint.ah Daerah daJam lingkup hubungan 
persahabatan antara negara/ dacrah dengan negara lain 
atau masyarakat/ lembaga int.ernasional. 

(2) Kategori bidang ke!Patan sebagaimana dimakaud pada 
ayat (lJ antara lain sebagai berikut 
a. jaJan umum termasuk akse8 jaJan eesuai peraturan 

perundanpn, jahm tul d~• rel kereta api; 
b, aaluran air minwn/ air ben.ih dan/atau saluran 

pembuangan air; 
c, waduk, bendungan clan bangunan pengairan 

Jainnya, termasuk saluran irigasi; 
d. rum.ah sakit umum dan puuat keeehat.an 

masyarakat; 
e. pelabuhan, bandar udara, staeiun kereta apiatau 

t.erminal· ' f. tempat ibadah; 
g. 11elcolah atau lembap pendidikan non-.komersial 
h. pasar umum; 
i. fa.silit.as pemakaman umum; 
j. fBsilitais ke~htma.lan umum, antara lain tanggu! 

penanggulangan bahaya banjir, la.bar dan lain-lain 
bencana; 

k. sarana dan p:ra.sarana pos dan telekomunikasi; 
1. sarana dan praaarana oJahraga untuk umum; 
m. &ta&iun penyiman radio don televiei beserta sarana. 

pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik; 
n. kantoT pemerintah, Pemerintah Daerah, Penvakilan 

Negara Asirlg, Perserikatan Bangsa Ba.ngaa dan 
lembap internasional di bawah naungan 
~rilaatan BnngM-Bangaa; 

o. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republic Indonesia seauai dengan tups clan 
tungalnya; 

p. rumah susun eederhana; 
q. tempat pembuangan sampah untuk umum; 
r, cagar a1am dan cagar budaya; 
a, promos! budaya nasional; 
t. perte.manan untuk umum; 
u, panti sosial; 
v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pembangkit, turbin, transmisidan diatribusi tenaga. 

listrik termaauk instala&i pendukungnya yang 
merupakan satu kesaruan yang tidBk dapat 
terpisahkan. 

. .--.. 



., . 

( 1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertimbangan: 
a. untuk optimnli-Bi barang milik daerah yang 

berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan; 
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah 

apahila dijual; dan/atau 
e. sebagai pelakaanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

l'a8al 196 

Bagian Ketiga 
Penjualan 

Paragraf Kesa.tu 
Prinsip Umum 

Pasal 195 

(II Pemindahtanganan bmang mllik daerah selain tanah 
dan/atau bengunan yang benriJai sampai dengan 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah] dilakukan 
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 
Bupati. 

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah eelain tanah 
dan/atau bangunan yang bemilai Iebih dari 
Rp. 5.000.000.000,00 (IU:na miliar rupiah) dilakukan 
oleh PengeloJa Barang setelah mendapat pa &etujuan 
DPRD. 

(31 Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 dan ayat (2) 
merupakan nilai wajar untuk pemindahtanganan 
daJam bentuk penjualan, tuk8r menukar dan 
penyertaan modal. 

(4) NilAi eebagaimana dimakaud pada ayat (II dan ayat (2) 
merupAkan nilai pP.mlehan untuk pP.mindahtanganan 
dalain bentuk hibah. 

(51 Uaul untuk meml)eroleh l)ClsetLJ.juan DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh 
Bupati. 

(6) Usulan penetujuan sebagaimana djmakeud pada ayat 
(11dl:Ul1tyttl(2) dihtkulum per liap usulan. 

~mindahtanganan baraag milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimabud dal.a.m PQQa} 
189 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat peraetujuan Bupati. 

Pa.sal 194 



(1) Penjualan barang milik daerah dilakubn eeeara lelruig, 
kecuali dalam hal tertentu. 

(2) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
penjualan barang milik daerah yang terbuka untuk 
umum dengan penawaran harp aecara tertulis 
dan/atau .li8an yang &emakin meningkat atau menurun 
untuk mcncapai harp tertingi. 

(3) Lelang aebapimana dimabud pada ayat (2) 
dilaksanalcan setelah dilalcukan pengumuman lelang 
dan di hadapan pejabat lela.ng. 

(4) Pencecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. baning mili.k daerah yang bersifat khusus sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
b. bamng milik daerah lainnya yang ditetapkan !ebih 

Janjut oleh Bupati. 
(5) Rarana milik dA~rah yang hersifat khusus, sebegaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah barang-barang 
yang diatur aecara khusus sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, antara lain yaiua: 
a. rumah negiua golongan III yang dijual kepada 

penghuninya. yang sah. 
b. kendaraan perorangan dinaa yang dijual kepa.da: 

1. Gubemur/ Bupati/ Walikota; 
2. Wakil Gubemur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota; 
3. mantan Oubemur/ mantan Bupati/ mantan 

Walikota; 
4. mantan Wakil Gubemui-/ mantsin Wialcil BupAti/ 

mantan Wakil Walikota; dan 
5. Sekretaris Daerah Provinsi. 

(6) Barang milik daerah lainnya, 8"bagajmana dimaksud 
pada. ayat (4} huruf b anta.ra lain yaitll: 
a. tanah dan/amu bangwum yang alam digunakan 

untuk kepentingan umum; 
b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal 

pengadaannya digunakan untuk pembangunsn 
perumahan Pegawai Negeri Sipil Pemelintah Daerah 
yang bcraangkutan, sebagaimana t.ercantum dalem 
Dok:umen Pelakaanaan Anaaran (DPA); 

c, selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari 
keadaan kahar ifon:e ma,;eure,; 

Pasal 197 

(21 Barang milik daerah yang tidak digunakan/ 
dimanfaatk:an aebagaimana dimak8Ud pada ayat ( 1) 
huruf a adalah barang milik daerah yang tidak 
digunakan untuk kepentinpn penyelenggaraan tugas 
dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak 
lain. 



[I] Barang milik daerah berupa tanah dan/ata.u bangunan 
yang tidak 1aku dijual pada lelang pertama., dilakukan 
lelang ulang aebanyak l(sa.tu) kali. 

(21 Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (l) dapat dilakukan penilaian ulang. 

(31 Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, be.rang 
.milik daerah seha,gaimana dimaksud pada ayat (1) tidak: 
1aku dijual, Pengelola Barang menindaldanjuti dengan 
penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, 
penyertaan modal atau pemanfaatan. 

(41 Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan 
aebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas barang milik 
daerah aetelah mendapat perserujuan Bupati. 

Pasal 199 
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(11 DalaJn rangka penjualan barang .milik daerah dilakukan 
penilaian untuk mendapatlam niJai wajar. 

{21 Dibcualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat(l) ada•ah bQ.gl. penjualan berangmilik daerah 
berupa tanah yang diperlukan untuk pemhansunan 
rumah suaun aederhana. yang ni!ai jualnya ditetapkan 
oleh Bupati berdallal'kan perhitungan yang ditetapkan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(31 Penilaian aebapimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebagaimana dimllk3ud dalam Pasal 184 dan 
Pasal 185. 

(41 Pcncntuan ni1ai delem rangka pcnjualan barang milik 
daerah secara lelang sebagaimana dimaksud da.Lam 
Pasal 197 ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan 
faktor penyesuaian. 

(51 Nilai sebagaimana dimaksud pad.a ayat (4) merupakan 
limit/batasan terendah yang di8aIDpeikan kepada 
Bupati, eebegpi daaar penetapan nilai limit. 

(61 Nila.i limit/bata88l1 terendah aebegaimana dimaksud 
pa.eta ayat (5) edalah harp minimal barang yang akan 
dilelang. 

(71 Nilai limit sebqaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditetapkan oleh Bupati aelaku penjual. 

d. bangUnan yang berdiri. di atas tanah pihak lain yang 
dijual kcpada piha.k Jain pemilik tanah tersebut; 

e. ham1 bongkamn bangunan atau bangunan yang 
akan dibangun k:embali; atau 

f. seJain tanah dan/atau bangu.m.n yang tidak 
memiliki bukti kepem'1ikan de11pn nilai wi.jar paling 
tinssi Rp. 1.000. 000 (aa.tu jubl. rupiah) per unit. 

r-»; 



. . 

(1) Objck penjualan adalah barang .milik dacrah yang 
berada pada PP.ngelola Rarang/ Pengguna Barang, 
meliputi: 
a. tanah dsn/ atau bangunan; 
b. aeJam tanah dan/atau bangUan. 

Paaal 202 

.l'aragraf Kedua 
Objek Penjualan 

(11 Hasil penjualan ha.rang milik daerah wajib di&etorkan 
seluruhnya lee rekening Kas Umum Daerah. 

(21 DalaJn hal barang mili.k daerah bera.da pada Badan 
Layanan Umum Daerah maka: 
a. Pendaparan da.erah dari penjualan baning millk 

daerah dalaln rangka penyelenggarasn pelayanan 
umum aesuai dengan tugaa dan fungsi Badan 
Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan 
daenm yang disetorkan selurulmya ke rekening 
leas Sadan Layanan Umum Daerah. 

b. .Pendapatan daerah d.Ati penjual.An be.rang milik 
daerah dalam rangka aelain penyelenggaman tugas 
dan fungai Sadan Layanan Umum Daerah 
merupa!tan penerlmaan daerah yang diaetorkan 
eeluruhnya. ke rekening Ka8 Umum Daerah . 
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(1) Barang mili.k daerah berupa seJain tanah dan/atau 
bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, 
dilakukan leJans u.lang eebanyak I (satu) kali. 

(2) PelaJcsanaan Jelang ulang aebapimana djmaksud pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan penilaian Ulan£. 

(3) Da1am hal eetelah pe)ek8f!naan lelang ulang 
aebagaimana dimak8lld pada ayat (1) tidak laku dijwd, 
Pengelola BArang menindaldanjuti dengan penjualan 
tanpa lelang, tukar menukar, hibah atau penyerraan 
modal. 

(4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan 
eebegajmana djmak'5Ud pada ayat (3) ataa barang milik 
dacrah selain tanah chm/at.au bangunan ~ 
mends.pat penetujuan Bupati untuk maeing-masing 
kegiatan bereangkutan. 

(51 Dalam hal penjualan tanpa lelan1, tukar menukar, 
hibahatau penyertaan modal, sebap.imana dimeksud 
pada ayat (3) tidak dapat dilakunakan, maka dapat 
dilakukan pemuanahan. 

Pasal 200 



(2) Penjualan berang milik daerah berupa ta.nab dan/atau 
bft"gunan aebapimana dirilaksud pada ayat (1) humf a 
dilakukan dengan perayaratan eebagai berikut: 
a. memenuhi per8yaratan teknis; 
b, memenuhi persyaratan ekonomis, yakni aecara 

ekonomi8 lcbih meaiguntunglam bagi dae1·ah apabila 
barang milik daerah mjual, karena biaya opemsional 
dan pemelihanlan barang lebih besar darl pada 
manfaat yang diperoleh; dan 

c, memenUhi persyaratan yuridis, yakni be.rang milik 
daerah tidak terdapat per:aiaealahan hukum. 

(31 Syarat tcknia acbagaimana dllnaksud pada ayat (2) 
burul a antara lain: 
a. bkasi tanah dan/atau bengunan audah tidak 

seauai dengan tata ruang wilayah; 
b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan 

tidti.k d.t\ptt digurmkan dalam nmgka pelalaianaan 
tugas dan fungai penyelellt!PftUlll tugaa 
pemerintahan daemh; 

e, tanah kavling yang menurut awal perencanaan 
penpdaannya diperuntukkan bagi pembangunan 
perumahGn pegu.wai negeri Pemerintah De.erah yang 
benangkutan; 

d. bangunan berdiri di atas taDah milik pihak lain; 
a tau 

c. barang milik da.crah yang meJ181Ulggur (idlet tidak 
dapat dilakuk.an pen.eta.pan statua penggunaan atau 
pemanlaatan. 

(4) Penjua.Lan barang milik daerah aelain tanah dan/atau 
bangunan sebapimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilakukan denpn perayaratan aebagai berikut: 
a. memenuhi persyaratan teknis; 
b. memenuhi per$yaratan ekonomis, yakni seeara 

ekonomia lebih menguntllllRkan bagi Pemerint.ah 
Daerah apabila barang milik daerah dijual, karena 
biaya operasional dan pemelihanlan barang lebih 
beaar daripada inanf.aat yang dipcrolch; dan 

c, memenuhi peniyaratan yuridis, yakni hllrang milik 
daerah tidak terdapa.t permualahan hukum. 

(5} Perayaiatan teknia aebagallnana dimalalu.d pad.a ayat (4) 
huruf a antara lain: 
a. barang milik daerah secara fiaik ti.dak dapat 

digunakan kaftna rueakdan tidak ekonomie apabila 
diperhajki. 

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat 
digunakan 1agi akibat modemisasi; 

c. barang Pli1ik daerah tidak dapa.t diiunakan dan 
dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam 
apeaifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis, 
hanguadan lain-lain sejenisnya; atau 



(1) Ketentuan lebill 1anjut mengenai Tata Cara Penjualan 
Ba.rans Milik Daerah diatur denpn Peraturan Bupati. 

Paaal. :205 

(1) Penjualan barang millk daerah berupa kendaraan 
bermotor dinaa operaaional dapat dilak&anakan apabila 
teJah memenuhi pensyaratan, yakni berueia palli:ig 
singkat 7 (tujuh) tahun. 

(2) Ullia 7 (tujuh) tahun !le'hAgaiman• dimabud J)Qda ayat 
(11 adalah: 
a. terhitung mulai tangal, bulandan tahun 

perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untulc 
perolehan dalam kondisl baru; atau 

b. terhitung mulai t:anggtAI, bulandan tahun 
pembuatJ:mnya sesuai dokumen kepemilikan, untulc 
perolehan tidak da!am kondisi baru. 

(3) Dalam hal bamng m.ilik daerah berupa kendaraan 
bermotor ruaak berat den.gan siL!l8 lrondiai 6aik eetinggi- 
tingginya 30 % (t!ga puluh persen1, maka penjualan 
kendaraan bermotor dapat dilakukan eebelum beruaia 7 
(tujuh) tahun. 

(4) Pel\iualan kendaraan bennotor dilakukan sebelum 
berusia 7 (btjuh) tahun l!ICbapjmana djmabud pada 
ayat (3) berdaaarkan surat keterangan tertulis dari 
inst.an&i yang berkompeten. 

Paaa1204 

Paaa1203 

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang 
menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan 
bagi pembangunan perumahan pepwai negeri I'emerintah 
Daerah yang bersangkubm sebagaimane dimaksud dalam 
Pasal 197 ayat (6) hurufbdilakukan dengan peisyaratan: 
a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti 

perencanaan awa.l yang menyatakan bahwa tanah 
tereebut abut digunakan untuk pcmbangunan 
perumahan pegawai negeri Pemerintah Daerah yang 
benangkutan; dan 

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing- 
masing pepwat negeri slpll Pcmertntah Daerah yang 
bersangkutan yang ditet.apkan oleh Bupati. 

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan 
djrnanl'Ra:tkan It.arena mengalami pengurangan 
dalam timbanpn/ukuran disebabkan penggunaan 
atau auaut dalam penyimpanan atau pengangkutan. 



Paaa1206 

( 1) Tukar menukar barang milik daerah di1abanakan 
dengan pertimbangan: 
a untuk memenuhi kebutuhan opemsional 

penyelenggaraan pemerintal'lan; 
b. untuk optima1iea&i berang l?lilik dacrah; dan 
c. tidak teraedia. dana dalam APBD. 

(2) Tukar menulcar sebapitMn.a dimaksud pada aya.t (1) 
ditempuh apabila Pemerintah Daerah tidak dapa.t 
menyedialam tanah dan/atau bangunan penaanti. 

(31 Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l ), tukar menUkar dapat dilakukan: 
a. apabila banmg miUk daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan sudah ti.dak eesuai dengan ta.ta ruang 
wilayah at.au penataan kota: 

b. guna menyatukan barang milik daerah yang 
Joksainya terpencar; 

c. daJem rangka pela.kaana.an renew atrategia 
pemerintah pusa.t/ Pemerintah Daerah; 

d. guna mendapatkan/memberikan akses jaJan, 
apabila objek tukar menukar adalah be.rang milik 
daerah berupa tanah dan/altlu bangunan; dan/atau 

e. telah ketinplan teknologi eeauai kebutuhan, 
kondisiatau ketentuan peraturan perundang- 
undanpn, apabila objek tukar menukar edalal\ 
barang milik daerab seJajn tanah. dan/ata.u 
bangunan. 

(4) Tukar menukar berang milik daerah dapat dilakukan 
dengan pihak: 
a. Pcmerintah Pusa.t; 
b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. Baden uaaha milik negua/ daerah atau badan 

hukum millk pemenntah lainnya yang djmmt.j 
negam; 

d. Pemerintah Desa; atau 
e. swasta; 

»<, 

Bagian Keempat 
Tukar Menukar 

Paragraf .Ke..tu 
Prinsip Umum 

(2) Tata cara Penjualan sebagallnana. ayat (1) meliputi: 
a. tat.a cara penjualan banmg milik daerah pada 

Penge1o1a. Bamng; 
b. tata cara pettjualan barang milik daerah pada. 

pengguna barang; dan 
c. tata cam penjualan kendaraan peroranpn dinas 

kepada Pejaba.t Nepra, mantan Pejabat Nepra Dan 
PP.g9wai Apa.ratur Sipi1 Negara (ASN). 



( 1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa: 
a. barang sejenis; dan/atau 
b. barang tidak aejeni.a. 

t>asal 21U 

.Berdauarkan lutjUm ~bapinuma dimRksud dalam Pasal 
207 terhadap barang milik daerah berupa t.anah dan/atau 
bangunan, Bupati dapat memberikan alterna.tif bentuk lain 
pengeloJaan barang milik daerah atas permohonan 
peraetuJuan tukar menukar yang diusulkan oleh Pengelola 
Barang/J>ensau.na Barang. 

Pasal 209 

1\Jlcar menu'kar dilabanakan t:1etelah d-ilakulcan kajian 
benlasarkan: 
a. aspek teknia, ant.ara lain: 

1. kebutuban PengeloJa Barang/ Pengguna Banmg; 
dan 

2. spuifilauri barang yang dibutnhkan; 
b. aspek ekonomis, antara lain .kajian tcrhadap nilai 

banmg milik daaah yang dilepaa dan nilai barang 
pengpnd; 

c. aspek )'Uridis, anta.ra Jain: 
1. ta.ta ruang wilayah dan penataan kota; dan 
2. bukti kepemilikan. 

Pasa1208 
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(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a tanah dan/atau bangunan yang telah di.serahkan 

kepada 811pa.ti; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengguna Baran&; dan 
e, aelain taJJahdan/atau bangunan. 

(2) Tanah dtm./atau bangunan yang berada pada Pengguna 
Baran8 sebegaimana dimaJamd pada ayat (11 huruf b 
antua lain tan.ah dan/atau. bengunan yang masih 
dipergunakan untuk penyelenaaraan tugas dan fungsi 
Pengguna Barang mtapi 1idak seauai dengan tata ruang 
wilayah a1au penataan kota • 

(3} Tukar menulcar sebagaimana djmaksud pada ayat (1} 
dilaksanakmJ oleh PengeloJa Barang. 

. /"-. 

(5) swaata aebapimana djmanud pada ayat (41 buruf e 
edn)e,h pihak swaat.a, baik yang berbentuk baden 
hokum maupun pemrangan. 



(11 Apa.bila. pelabanaan tukar menukar mengharuskan 
mitra tulcar menu'kar membangun bangunan baning 
pengpnti, mitra tukar menukar menunjuk konsulta.n 
pengawas dengan penetujuan Bupe.ti berdasarkan 
pertimbangan dari OPD terkait. 

(2) Konsultan penga:was aebagaimana. dimakaud pada ayat 
(1) merupalmn bodan hukum yang bergerak di bidang 
pengawasan konatruksi. 

(3) Bi11ya konsu1tari pengawaa aebapimana dimalceud 
pada ayat {11 menjadi tanggung jawab mitra tukar 
menukar. 

Pasal 212 

( 1) Nilai barang penganti atas tukar menukar paHng 
sediltit eeimbang dengan niJai wajar bQrang milik 
daerah yang dilePQ&. 

(2) Apabila nilai barang pengganti lebih kccil daripada 
nilai wajar banmg milik daerah yang dilepas, mitra 
tukar menukar wajib menyetorkan .ke rekening Ku 
Umum Daerah atas sejumlah eelisih nilai antara nilai 
wajar barang milik dt:terah yang dilepas dengan nilai 
balang pengpnti. 

(3j Penyetoran &eli&ih nilai &ebapimena dimakaud pada 
ayat (2) dilakeanalam paling lamba.t 2 (dua) hari lcerja 
eebelum Derita Acara Serah Terima (BAS11 
ditandatangani. 

(41 SeliSih nilai aebagaimana dimak•ud pada ayat [2) dan 
ayat (3) dituangkan da1arn perjanjian tukar menukar. 
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(2) Barana penlBIUlti utama tukar menukar banmg milik 
da.emh berupa tanah, harua berupa: 
a. tanah; atau 
b. tanah dan bangunan. 

(3) Barang pengpnti utama tukar menukar baning milik 
dacmh berupa bangunan, dapa.t berupa: 
a. tanah; 
b. tanah dan bangunan; 
c. bangunan; dan/atau 
d. sehl.in tanah dan/atau bangunan. 

(4) Barang pengganti eebagaimana dimaksud pada ayat (2J 
dan aya.t (3) harua ben\da dalam kondiai siap digunakan 
pada tanggal penandatanpnan perjanjian tukar 
menukar atau Berita. Acara Serah Terima (BAST). 



(1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila 
memenuhi pecsyaratan: 
a. buka.n merupakan barang raha&ia negara; 
b. bukan merupakan banmg yang menguasai hajat 

hidup orang banyak.; ab:lli 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaqan tugas 

dan fungsi penyelenaaraao pemerintahan daerah. 
(2) Sepia biaya yanc timbul da!am proses pelaksanasn 

hibah ditanrgung sepenuhnya oleh pillak penerima 
hi bah. 

Pasal 216 

(11 Hibah barang mllik daerah dilakubn dengan 
pertimbang&Jl untuk kepentingan: 
a. ~sia.l; 
b. budaya; 
c. keagamaan; 
d. kemanusiaan; 
e. pendidikan .Ylll18 ben:Jifat non-komeniiel; 
f. penyelenfBIU'IUIJl pemerinmhan pu-t 

jpemerintahan daerah. 
(21 Penyeleaaanum pemerintahan pusat/ daerah. 

sebapimana dimakaud pada ayat (1) huruf f adalah 
termaauk hubungan antar negara, hubungan antara 
pcmcrintah puaat clan Pemerintah Daerah, hubungan 
antara Pemerintah Oaerah dengan maayaralcat/ 
lembaga intemasionaldan pelaksanaan kegistan yang 
menunjang penyel.enggaraan tugas dan fungai 
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah. 

Bagian KelilDa 
Hibah 

Pa&al 215 

Ketentuan lebih laniut mengenai Tata Cara Tukar Menukar 
Barang Milik Daerah pada Penaelola Barang dan pada 
Pengguna. Barang diatur denpn Peraturan Bupati. 

Pasa.1214 

Pas.al 213 

Tukar menukar dilakaanakan oleh PengeloJa Barang 
~tehl.h mendapat penietujuan Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 



(1) Hibah dapat berupa: 
a. tanah <htn/atau bangunan yang telah diserahkan 

kepada Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

Pengguna Ba.rang; dan 
c. selain tanah dan/atau banguJJall. 

(~) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 
Barang sebagaimana di.malaNd pe.da ayot (1) huruf b 
antara lain taneh dan/atau bancunan yang dari awal 
pengadaannya direncanakan untuk dibibahksn seeuai 
yang tercantum dalam Dok:umen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA). 
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(1) Pihllk ytutg dapat menerima hibah adalah: 
a. lembap $08iai, lembaga budaya, lembega 

keagamaan, lembap kernan11fliaan atau lembap 
pendidilcan yang bersifat non-komersial berdasarkan 
akta pendirian, anggaran. daaar/rumah tangga atau 
pemyataan tertulis dari inamnsi tekni11 yamg 
kompeten bahwa lembaga yang benangkutan 
adalah sehagai lemhap djmekaud; 

b. Pemerintah Pusat; 
c. Pemerintah Daerah lainnya; 
d. Pemelintah Deea; 
e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana 

a1am dengan laiteria masyarakat berpenghasilan 
rendah {MBR) seauai ketentuan peraturan 
pemndang-undangan; ata.u 

f pihak lain 11esuai Jcetent.uan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Pemberlan bibah kepada pemerintah desa sebagaimana 
,Jimakaud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalem hal: 
a. barang milik daerah berskala loka.l yang ada di deaa 

dapat dihibahkan kepemillkannya kepada dea; 
b. 'oarang milik deea yang teJah diambil dari desa, oleh 

Pemerintah Dacrah kabupaten/kota. dikemhaliken 
kep&da desa. kecuali yang sudah digunakan untuk 
fasilitas umum. 

Pasa1218 

(11 Baning mmk daerah yang dihibahkan Wltjib digunakan 
sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah 
bibah. 

(21 Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakaanakan oleh Pengelola Barang. 

Pasal217 



(1) Penyertaan modal Pemerintah Daemh atas barang milik. 
daerah dilakukan dalam rangJca pendirian, 
pengembangandan peningkatan kinerja Sadan Usaha. 
Milik Nepra/ Daench tttau bwhul hukum lainn,Ya yang 
dimililci Negara. sesuai denpn ketentuan pemturan 
perundang-undanpn. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebqaimana 
dimakwd pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbanpn 
sebagai berikut: 
a. barang milik daerah yang dari. a.wal pengadeannya 

eesuai doku111en penpngpnul dipcruntukkan baO 
Sadan Uaaha Milik Negara/ Daerah a.tau be.clan 
hukum lainnya yang djmUi]d Negara cla!am rangka 
penugasan pemerintah; atau 

b, barang m.ilil. daerah lebih uptimal 1:1.pabila dikc:lola 
oleh Sadan Usaha Milik Negara/ Daerah. at.au bedan 
bukum le.innya yang dimmki Negara baik yang 
sudah ada. maupun yang akan dibentuk. 

(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapk.an 
dengan Peraturan Uaerah. 

(4) Barang milik daerah sebagaimana dimeks1id pa.da ayat 
(2) y1:1.ng tchlh discrl8kan dahuu penyertaan modal 
Pemerintah Daerah kepada Sadan Uaaha Milik Negara/ 
Daerah at.au badan hukum lainnya yang djmiliki. Negara 
menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 221 

Bngion Keenam 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

KetenLUIUI lebih huijut mengeuai Tuta CllJ'a hlakMnaan 
Hibah Barang Mililc Daerah pada Pengelola Barang dan 
pada Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati, 

Pasal 220 

(:]) Barang milik daerah $dain tanah dan/atau bangunan 
aebagaimana dima'lcsud pada ayat ( 1) buruf e meliputi: 
a. barang milik daerah selain tanah dan/atau 

bangunan yang dari a.wal pengadaannya untuk 
dihibehJain; dan 

b, bar.mg milik daerah aelain tanah dan/atau 
~yang lebih optimal apabi]a dibibahkan. 

(4) Penetapan baning milik daerah yang akan dihibahbn 
sebapimana dimaksud pa.da ayat (1) dilakukan oleh 
Bupati. 



Ketentuan lebih Janjut mengenai Tata Cara Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah Mas Barang Mlltk Daerah pada 
Pengelola Baning dan pada Penggune Bamng diatur denpn 
Peraturan Bu.1)8.ti. 

Paaal 225 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan 
berdaaarkan analisa kelayakan investasi mengenai 
penyertaan modal &eSuai ketentuan pera.turan perundang- 
und8Jlg1Ul. 

Pasal 224 

Paaal 223 

(1) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang akan disertakan sebagai modal 
Pcmcrintah Daerah ~bepimena dimakeud da.lam Pasal 
221 ayat (1) huruf a dilakukan aim Bupati, aesuai bat.as 
kewenangannya. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna 
Barang sebagaimana djmaksud dalam Pa.sal 221 ayat (1) 
huruf b antara lain tanah dan/atau bangumm yang 
sejak awal perigadaannya direncanakan untuk 
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah eesuai 
yang tereantum dalam dokumen penganggaran, yaitu 
Dokumen PeJaJcaanaan Ang,garan II)PA). 

(3) Barang milik daerah aelain tanah dan/atau bengunan 
yang berada pada Pengguna Barang aebepimana 
dimaksud dalpm Pa-1 221 aya.t (1) huruf e an.tam. lain 
meliputi: 
a. barang milik daerah selain tan.ah dan/atau 

baDgunan yang dari awal pengadaannya untuk 
~ 1:1ehitpi modlll Pemerintah Daerah; 

b. barang mililc daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang Jebih optimal untuk diaertakan 
aehipi modal Pemerintah Daerah. 

Pasal 222 

(l} Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik 
daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 

Bupati; 
b. tanah dan/atau bangunan pada Pensguna Rarang; 

a tau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas berang milik 
daerah ae•t.pimana d;makaud pa.da ayat (1) 
dilaksanakan oleh PengdoJa Barang aetelah mendapat 
peuebtjuan Bupati, aesuai batas kewenangannya. 



Pengbapuaan barang milik da.erah meliputi: 
a. penghapU$811 dari Daftar Barang Pengguna. dan/atau 

Daftar Barang Kwua Pengguna; 
b. penghapusan dari Dafter Barang Pengelola; dan 
c. penghapusan dart Dattar Barang MWk Daerah. 

Pasal230 

PENGHAPUSAN 

Ketcntuan lebih lanjut mengenai Ta.ta Cara Pemusnahan 
BaJ'ang Milik Daerah pada PengeloJan Barang dan pada 
Pengguna Barang diatur dengan Peraturan Bupati 

Paaal 229 

»<. 

Pemusnahan dilakukan dengan cane 
a. dibekar; 
b. dihancurkan; 
e, ditimbun; 
d. ditenpelamkan; atau 
e. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paaal 228 

{1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengsuna Barang 
eetelah mendapat peraetujuan Bupati, untuk batang 
milik daerah pada Perigguna &rang. 

(2) Pemusnahan dilaksanakan oleh. Pengelola Barang 
setelah mendapat peraetujuan Bupati, untuk barang 
milik daerah pada Pengelola Barang. 

(31 Pelakwuum pemusnahan SChaSf'imana djmaksud pada 
ayat (1) dan (2) dituangkan dalam 1-ita acara dan 
dilaporkan kepada Bupati. 

BABXl 
PEMUSNAHAN 

Pasal226 

Pemusnahan barang mWk daerah dilakukan apabila: 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dirnanfaatkan 

dan/atau tidak dapat dipindahtang8.!lkan; atau 
b. terdapat alasan lain aesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Paaal 227 



(1) Penghapuaan sebagaimana dimaksud da!am Paaal 231 
ayat { l) untuk buaug :rnililc daerah pada Pensguna 
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 
penghapusan oleh Pengelola Barang aetelah mendapat 
persetujuan Bupati 

Pa881233 

(1) Barang millk daeJllh sudsh tidak berada dalam 
penguasaan Penselola Barang, Pengguna Banmg 
dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan kerena: 
a. penyerahan barang milik daerah; 
b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah; 
e, pemindahtanganan atas banmg milik; 
d. putusan pengadilan yang teJah berkekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum Jainnya; 
e, menjalankan ketentuan peraturan perundang- 

undangan; 
f. pemuenahan; atau 
B· sebab lain. 

(2) Sebab lain sebagajmana dimaksud pada ayat (1) hurufg 
merupakan sebab-aebab yang secara normal 
dipertllnba.n@kan wa,jar DlC!ljadi pcnycbab 
peJllhapusan. seperti, hilane ~ kccurian. terbakar, 
ausut, menguap, mencair, k.adaluwania, mati dan 
sebagai akibe.t dari keadaan kahar (force~· 

Pasal 232 

(1) Penghapusan dari Oaftar Rarang l'engguna dan/AbaU 
Daftar Barang Kuaaa Pengguna aebepjmana dimaksud 
dalam PaaaI 229 huruf a, diJak.ukan dalem hal barang 
miUk daerah sudah tidak berada dalam penguasaan 
Pengguna Barang dan/atau Kuaaa Pengguna Barang. 

(2) l'enghapusan dari Daftar &rang Pengelola aebagaima,,a 
dimakaud daJam Paaal 229 huruf b, dilakukan da1am 
hal barang mllik daerah sudah tidak berada dalam 
penguasaan .Pengelola Barang. 

(3) Penghapusan dari Daftar Banmg Milik Daerah 
sehapimana dimakau.d dalam Pasal 229 huruf c 
dilakukan d.,lam hal terjadi penghapU8!Ul aebaw'jmal'la 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebe.blam brena: 
a. pemindaJltanganan atas barang mililt daerah; 
b, putusan pengadilan :yang teJab. berkekuatan hukum 

tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; 
c. menjalankan ketentuan undang-undang; 
rt J!f!musnahan; atau 
e, sebab lain. 

Paaal 231 



. ···-·- --------------- 

(1) Pengelola Banmg hmus melakukan pendaftaran dan 
pencat.atan barang milik daerah yang berada di bawah 
penguasaannya ke dalaJn Daftar Barang Pengelola. 
menurut penggolongan dan kudefikaai barang, 

(2) .Pengguna .Barang/ Kuasa Pensguna Banmg harus 
melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik 
daerah yang atatus peJ1AAUnaannya berada pada. 
Pengguna Barang/ Kuaa .Pengguna Barang Ice dala.m 
Uaftar t:sarang J:'engguna./ Daftar Harang K.uaaa. 
Pcngguna mcnurut pcnggolonpn dan kodcfikaai 
barang. 

Pasal235 

Bagian Keaatu 
Pembukuan 

BABXll 
PENATAUSAHAAN 

Ketentuan lebih lanjut mengenei Tata Cara Pelalmanaan 
Penghapusan Barang Milite Daerah pada Pengelola Barang 
dan pada Pengguna dan/ atau Kuasa. Pengguna Barang 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal234 

(2) Penghapusan sebagaimana dima'keud dalam °PaMl 231 
ayat (I) untuk barang milik daerah pada PengeloJa 
Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 
penghapusan oleh Bupa.ti. 

(3J DikecuaJikan dari ketentuan mendapat persetujuan 
penghapuaan Bupati 11oebagaimana djmeksud pada ayat 
(1) edalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan 
karena: 
a. pengalihan status penggunaan; 
b. pemindahtanga.nan; atau 
c. pcmusnahan. 

(4) Bupe.ti dape.t mendelegasikan per$et\tjuan penghapusan 
banmg milik daerah berupa bvang persedia•n kepada 
Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna 
dan/atau Daftai' Barang Kuua Pengguna. 

(5) Pelak.sanaan ataa penghapusan barang milik daerah 
aebepimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 
dilapnrkan kepada Bupati. 



---------·· - . . . .. 

(1) Kuua PenggWJa Barang harus menyusun lapolllll 
barang Kua.a Pensguna Semeateran (6 bulan) dan 
Jai)oran barang Kuasa. Pengguna Tahunan untuk 
disampafkan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang menghimpun Japoran barang Kua.sa. 
Pengguna Semesteran (6 bulan) dan Tahunan 
eebagaimana dimabud pada «,yat (1) &ebegai bah.an 
penyusunan laporan barang Pengguna semesteran (6 
bulan) dan tahunan. 

Bagian Ketiga 
Pelaporan 

Pa81ll239 

Pengelola Barang melakukan inventarisam banuig nrilik 
daerah beruJ)fl tanah dan/atau bangunan yang berada 
dalam penguaeaannya paHng aedikit 1 (aatu) kali da1am 5 
(limal tahun. 

Paeal238 

(1) Pengguna Barang melakukan inventari.w barang milik 
daerah paling sedikit l (satu) kali dalaJn 5 (lima) tahun. 

(2) DalaJn hal barang milik daerah sebegaimana djmaksud 
pada ayat (ll berupa persediaan dan konstruksi dalam 
pengerjaan, inventari8a8i dilakUkan oleh Pengguna 
Ba.rang sctiap t.ahun. 

(3) Penggwia Banmg menyampaikan laponm hal5il 
Inventariaaei eebopima'Ul dimak•ud p&da ayat (1) dan 
ayat (21 kepada PengeloJa Rarang paling Jama 3 {tiga} 
bulan setelah aelesainya lnventariaaai. 

Pa81ll237 

Bagian Kedua 
Inven.tari.saai 

(1) ~ngp,1ola Barang menghimpun da1tar barang 
penguna/ daftar barang Kuaaa Pengguna 
sebagaimana dimakaud daJam Pua1235 ayat [2). 

(2) Pengelola Barang menyuaun daftar barang milik daerah 
berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar 
baning Kuaea Pcngguna sebaga.imana dim•k$ud pada 
ayat (l) dan daftar barang pengek!Ia menurut 
penggolongan dan kodefikasi barang. 

(3) Dal.am. daftar barang milik daerah aebapimana 
dimaksud pada ayat (2) termaauk barang milik daerah 
yang dimanfaatkan oleb pihak Jam. 



(1) Pengguna Baran& melakukan pemantauan dan 
pcncrtib&n terhadap penggumum, P""'P!Anr .... tan. 
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaandan 
pengamanan barang milik daerah yang berada di dalaln 
penguasaannya. 

Pasal243 

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan ha.rang milik 
daerab dilakukan oleh: 
a. Pcngguna Banmg mclalui pcmantauan dan penertibe.n; 

dan/atau 
b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 24~ 

Bupati melakukan pembinaan peJJiClolaan b8Iang milik 
daerah clan menetapkan kebijakan pengelo1aan barang milik 
dserah. 

Bapan ~satu 
Pem.binaan 
PasaJ 241 

BABXIII 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

(1) Pengelola Barang harue menyusun laporan barang 
Penpl.oJa seme•teran (6 bule.n) dan laporan barang 
Pengelola tahunan. 

(2) Pengelola Barang harus mengbimpun laporan barang 
Pengguna semeateran (6 bulan] dan Japoran barang 
Pengguna tahunan sebepimana dimaksud dalam Pasa1 
238 ayat (2) eerta laporan barang Pengelola 
eebaga!mana djmaksud pad.a ayat (1) eebagai bahan 
penyusunan laporan barang milik daerah. 

(3) laporan barang milik daerah sebapimana dimaksud 
pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun neraca Pemerintah Daerah. 

Pasal 240 

(3) Laporan barang Pengguna seb•;mana dimaksud 
pada &.Jat (2) digunabn ecbapi bahan untuk 
menyusun neraca OPD untuk diaamprikan kepada 

. PengeloJa Barang. 



BABXIV 
PENGELOLAAN BARANO MIIJK DAERAH PADA OPD YANG 

MENGGUNAKAN FOI.A PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 245 

(1) Barang mih'k daerah yang digunakan oleh Badan 
Layanan Umum Daaah mcrupakan keka.yaan daerah 
yang tidal: dipisahkan untuk menyP.Jf!flggarakan 
kegiatan Sadan Layanan Umum Daerah yang 
beraangkutan. 

(II Pengelola Barang melakukan pemantauan dan 
investigasi atas pelakaanaan pengunaan, 
pemanfaatandan pemindahtanganan barang milik 
clacrah, delam rangkD. penertiban penggu.naan, 
pemanfaatandan pemindahtanpnan barang milik 
daerah seauai dengan kctentuan pera.turan perundang- 
undanga.n. 

{2) Pemantauan dan investiga.si sebagaimana dimalarud 
pada ayat (1) dapat dit.indaklanjuti oleh Pengelola 
Barang r:lenpn meminta apan.t peng&.WlUIUl intern 
pemerintah untuk melalmkan audit atas pelaksanaan 
Penggunaan, pemanfaatandan pemindahtanganan 
barang milik daerah. 

(3) Haail audit sebagaimana dimakaud pada ayat (2) 
<lisampaikan kepada Pengelola. Darang untuk 
ditindaklanjuti seauai dengan lcetenruan pemturan 
perundang-undangrm. 

Paml 244 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebegaimana 
djmalcsud pada ayat (1) untuk Unit Kerja OPD 
di]akaQnakan oleh Kuasa Pengguna Bllnlllg. 

(3) Pengguna Barang dan Kuaaa Pengguna Barang dapat 
meminta apmat pengawaaan intern pemerintah untuk 
melakukan Audit tindak lanjut basil pemantauan dan 
penertiban eebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2). 

(4) Pengguna Barang clan Kuasa Pengguna Barang 
menindaklanjuti basil audit aebagaimana dimaksUd 
pada ayat ~3) acsuai denpn ketentuan pcraturan 
pP.nlndang-undangan. 



(1) Rumah nepra aolonpn I sebapimana dimaksud dalam 
Pasal 247 ayat (2) huruf a, ada)ah rumah nepra 
dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan 
karena sifat jabatannya harue bertempat tinggal di 
rnrnah tenebut St!!rta hak perighunianny11 ~batas 
selama pejabat yang bersangkutan masih memegang 
jabatan tertentu tersebut. 

Pa.sal 248 

(1) Bupati meneta.pkan status penggunaan golonpn rumah 
negara. 

(21 .Rumah negara sebapdmana dimakaud pada ayat (ll 
dibagi ke del•m 3 (tip) golonpn, yaitu: 
a. rumah negara golongan I; 
b. rumah nepra go)ongan II; dan 
c. rumab negara golongan ID. 

(3) Penetapa.n status penggunaan aebagaimana dimakaud 
pada ayat (1) didasarkan pada pemohonan penetapan 
status pensgunaan yang dlajukan oleh Pengguna 
Barang. 

Pas.al 247 

Rumah negara merupakan barang milik daerah yang 
diperuntukkan aebagai tempa.t tinggaJ atau hunian dan 
eanuaa pembinaan aerta menunjang pelaksanaan tugas 
pc:jabat dan/atau pepwai neaeri sipil Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan. 

Paaal246 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB XV 
BARANO MIUK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 

(2) Pengelolean barang mihlc daerah eebagaimane 
dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan 
Barang Milik Daerah, kecuali terhadap barang yang 
dikelola dan/atau dimanfaatkan aepenuhnya untuk 
menyelensga.nd<an kegi.atan pe)ayanan umum sesuai 
denpn tops dan funpi Badan Layanan Umwn 
Da.erah mempedomani ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai Badan Layanan 
Umum Do.erah. 



(1) Suami dan istri yang maaing·maain.g bera1B.tus Pega.wai 
Negeri Sipil Pemerintah Daemh yang beraangkutan, 
hanya dapat menghuni saw rumah negara. 

(2J .Pengecnalian terhadap ketentuan &ebapimana 
djmakSlld pada ~at (1) hanya dapat diberikan apabila 
suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal 
di daerah yang berlainan. 

Ptusa1251 

( 1) Suntt ljm Penghunian (SIP) sebagaimana. dimaksud 
dalarn Pasal 249 ayat (1) untuk rumah nqara golongan 
I dita.ndatangani Pengc:lola Barang. 

(2) Surat ljin Penghuman (SIPJ sel>ageimana dimaksud 
d•IA1!1 Pua1 249 ayat (1) untuk rumah nepre golonpn 
Il dan gnlnngan TR tHt:Andatangani Pfmgguna Ba.Tl'lng. 

l'a.aal 250 

(1) Barang milik daerah berupa rumah nepra hanya dapat 
digunakan aehagai t.empat tin&ga1 pejaba.t atau pegawai 
negeri sipil Pemerintah Daerah yang benlangkutan yang 
memilild Surat Idn Pcnghunitu1 (SIP). 

(2) Pengguna Barang waJib mengopttmaJkan penggunaan 
barans milik daerah berupa rum.ah negara Golonpn I 
dan rumah negara golongan n dalaJn menunjanjt 
pelakaanaan tut.as dan fungsi. 

(3) Pengguna Banu:ig rumah negara golongan I dan rumah 
negara golongan II wajib menyerahkan banmg milik 
daerah berupa n1mah negara yang tidak diguruikan 
kepada Bupati. 

"""· 

Pa.881249 

(2) Ru.mah negara golongan II sebegaimana djmaksud 
dalam pa8l.ll 247 a)llt (2) hurnf b, adalah rumah ncpra 
yang mempunyai hubungan yang tidak dapat 
dipisahkan dari euatu OPD <Ian hanya diaediakan 
untuk didiamj oleh pegawai negeri sipil Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. 

(3) Termasuk dalam n1mah negara golongan H adalah 
rumah negara yang berada da!am ea.tu kawa81Ul dcnpn 
OPD atau Unit Kelja, rumah !lllsun dan mes11/ 11smma 
Pemerintah Daerah. 

(4) Ru.mah negara golongan III aebaaaimana djmaksud 
dalam Pasa1 247 ayat (2) huruf c, adalah n1mah negara 
yang tidak termasuk golOngan I dan golongan U yang 
dapat dijual kcpada pcnghuninya. 



(1) Barang milik daerah berupa rumah negara. dapat 
dilakukan alih status pengunaan. 

(2) Alih status penggunaan: 
a. antar Pengguna Barang untuk rumah negara 

golongan l dan rumab negara golongan II; 
b. dart Pengguaa Barang kepada Pengguna Barang 

rumah ncgara golongan Ill, untuk rumah negara 
golongan U yang akan dialihkan statusnya menjadi 
rumah negara gDlongan 111; atau 

c. dari Pengguna Barang rumah negara golongan Ill 
kepada Pengguna Barang, untuk rumah negara 
golongan Ill yang teJah dikembaliken statue 
golongannya menjacli rumah negara golonpn ll. 

(3) PP.ngalihan statue. penggunaan aiehag;aimana dimakRurl 
pe.da ayat {2) dilakukan setelah tcrlebih dahulu 
mendapatkan peraetujuan dari Bupati. 

(4) Alih status penggunaan sehagaimana djmak.sud pada 
ayat (2l huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ba.rang 
milik daemh berupa ramah nepra telah beruaia pGling 
singkat 10 {sepuluh) tahun aejak djmiliki oleh 
Pemerintah Daerah atau aejak rut.etapkan perubahan 
ftlngsinya sebagai rumah negara. 

(5) Usulan alih 8tatua penggunaan sehagaimena dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, harus disertai sekuang- 
kurangJ1ya dengan; 
a penetujuan tertulia dari Bupati mengenai 

penpJihan status golonpn rumah negara dari 
rumah negara goJongan U menjadi rumah negara 
golonganm; 

b. surat pemyataan be1aedia menerima pengalihan 
dari Penuuna Baiang rumah negara golongan Ill; 

c. salinan keputu88.0 penetapan status rumah negara 
golongan II; 

d. ealinan Surat lzin Penghunian (SIP) rumah ncgam 
go1ongan Tl; dan 

e. gambar Jedger/gambar arsip berupa nunah dan 
gambar situasi. 

(6) Pengguna Baran8 bertanggungjawab penuh at.as 
kebenaran dan k:t.absahan data dan dolrumen yang 
diterbitkan dalem rangka pengajuan usulan pengalihon 
status penggunaan. 

(7) Proses pengajuan dan pemberian persetujuan alih 
status penggunaan mengilruti ketentuan mengenai alih 
status penggunaan. 

Pasal.252 

S..gian Kedua 
Penggunaan 



( 1) Sctiap kerugian daerah akibat kdalaian, 
pP.ny1l1ahsunaan/ pP.lAn~mn hulrum atas pengelolaan 
barang milik daerah diaele-saikan melalui tuntutan 
ganti rugi. sesuai dengan ketentuan pera.turan 
perundang-undengan. 

(2) Setlap p1bak yang mengakibatkan kerugtan daerah 
e&h&.gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan 
sankai aeauai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 256 

BABXVI 
GANT! RUGI DAN SANKSI 

Pengguna Barang melakukan pengawa.san dan 
pcngendalian bmang milik daerah berupa rum.ah nega1a 
yang be:rada. dalam penguasaannya. 

Pasal 255 

Ragian Ketip 
Pengawaaan dan Pen~ndaUan RUmah Negara 

(1) .Ketcntuttn lcbih lanjut mengenai Tata Cara. Pengalihan 
Hale Rumah Nepra dia.tur dengan Peraturan Bupati 

(2) l<etentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara 
Penghapusan Rumah Nepra diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

(31 Ketcntuan lebih lanjut mengenai Tata Cara 
Penatausahaan Rumah Negara cliatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 254 

Pasal 253 

(1) Dahlin hal diperlukan Bupati dapat melakukan alih 
fungsi barang .milik daerah berupe. rum.ah negara. 
golongan I dan rumah negara goJongan II, menjadi 
bangunan kantor. 

(2) Alih fungsi hamng milik daemh berupa rumah nepra 
golongan I dan rumah negara golongan II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) clitetapkan oleh Bupati. 

I' •. 

'· 



I • ~ ~· : ~ 

Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina clan Fasilitasi Produk Hokum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

A. BUDIMAN PM 

SERITA DARRAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 09 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU: fb~2 JmS/20f7 

dto 

SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU, 

r"> Diundengkan di Pringsewu 
pada tanggal 25 S3ipte IDbar 2017 

dto 
SUJADI 

BUPATI P)WlGSEWU, 

Dhetapkan di Pringsewu 
pada tangga] ~6 September 2017 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengu.nda.ngan Pcratumn Daerah nu dengon 
pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu. 

Peratumn Daerah ini mulai berlaku pade tanggel 
diundangkan, 

BAB XVIII 
KETENiUAN PENUTI.JP 

Pasal 258 

Pad.a seat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupat.en Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 
tentang Penge]olaan Ban.n.g Mi1ik DaerAh (Berl.ta Daerah 
Kabupaten Pringaewu Tahun 2013 Nomor 20) dieabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XVII 
KETENTUAN PBRAUIIAN 

PQ99l 257 
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